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PENGANTAR 

Pengernbangan agribisnis sebagairnana diarnanatkan 

oleh GBHN 1993 sernakin dirasakan kebutuhannya sebagai 

penghela pernbangunan pertanian. Melalui pengernbangan 

agribisnis secara berencana dan terpadu diharapkan dapat 
ditingkatkan pendapatan petani nelayan rnelalui penerirnaan 

sebagaian nilai tarnbah dan penciptaan lapangan kerja di 

pedesaan, dengan darnpak peningkatan produktivitas 

angkatan kerja pertanian. 

Arnanat tersebut di atas telah direfleksikan oleh Departernen Pertanian 

dalarn penyernpurnaan strukturnya dengan dibentuknya Bad an Agribisnis rnelalui 

Keputusan Presiden ( KEPPRES ) No. 83 Tahun 1993. Tugas pokok Badan 
ini adalah rnernpersiapkan langkah - langkah yang diperlukan guna rnendorong 

berkembangnya agribisnis, termasuk agroindustri. 

Fungsi Badan Agribisnis sebagairnana dijabarkan dalarn Keputusan 
Menteri Pertaniari Nomor 96 I KPTS I OT. 210 I 2 I 1994 adalah : 

(a) rnerumuskan kebijaksanaan teknis pengernbangan agribisnis, 
(b) rnerumuskan program dan pernbinaan kegiatan pengernbangan agribisnis 

(c) rnelaksanakan kegiatan standardisasi, pengernbangan pasar dan informasi 

pasar, kernitraan usaha, pengernbangan pola investasi dan permodalan 
serta penanganan Arndal, dan 

(d) rnelaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkungan Badan. 

Guna rnengejawantahkan rnandat dan fungsi tersebut secara berencana, 
terpadu dan berkelanjutan, buku Sistem, Strategi dan Program 
Pengembangan Agribisnis ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan 
sebagai pedornan rnenyelaraskan gerak langkah segenap rnasyarakat agribisnis 
---termasuk instansi dan aparat pernerintah baik Pus at rnaupun Daerah ----, dalarn 

rnenuju kepada era Pertanian Indonesia yang tinggallandas 

Jakarta, Januari 1995 
Kepala Badan Agribisnis, 

Dr. Ir. H. Dudung Abdul Adjid 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional dalam REPELIT A VI adalah pembangunan ekonorni dengan 

memperkokoh kekuatan industri dan pertanian seiring dengan pembangunan bidang lainnya 

serta berporos kepada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam rangka 

pembangunan industri nasional diusahakan penguatan dan pendalaman struktur industri yang 

didukung oleh peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan ketangguhan pertanian. 

pemantapan sistem kelembagaan koperasi, penyempurrfaan perdagangan. jasa, distribusi. 

disertai dengan pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksL sumberdaya 

ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya 

masyarakat maju yang menjarnin peningkatan keadilan. kemakmuran dan pemerataan 

pendapatan serta kesejahteraan rakyat. 

Tersirat pada uraian di atas bahwa proses perkembangan pembangunan ekonorni 

menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Penyesua.ian tersebut memerlukan 

reorientasi pembangunan pertanian agar proses pembangunan pertanian yang berangkat dari 
orientasi peningkatan produksi pada P JP L menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

strategiknya menjadi proses pembangunan yang berwawasan agribisnis yang kompetiti.f dan 

secara sistemik dirancang untuk bermuara pada kesejahteraan yang adil dan merata. 

Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah rancangan 

strategik untuk dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan. yang pada hakekatnya 

merupakan antisipasi untuk menangkap signal-signal dari adanya kecenderuilgan dan 

perubal1an lingkungan strategik, baik lingkungan global maupun Nusantara 

Meskipun ada perubahan orien~i dan wawasan tetapi tujuan pembangunan pertanian 

tetap konsisten diarahkan kepada perwujudan amanat pembangunan nasional., yaitu untuk 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani-nelayan. memperluas lapangan kerja dan 
kesempatan usaha, serta memenuhi permintaan dan memperluas pasar (baik pasar dalam 

negeri maupwt pasar luar negeri); melalui pengembangan postur pertanian yang maju, efisien 
dan tangguh, serta yang semakin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasiL 

meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksL dan menunjang pembangunan wilayah. 

Sis/em. Strategi da11 Program Pertgemba11ga11 AgribiJIIiJ 
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Dalam rangka pencapa.Jan tujuan tersebut, secara sadar dilakukan upaya tmtuk 

menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sistem agribisnis dengan agroindustri 

yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Terkait dengan iklim 
kondusif itu., perlu clitanggapi berbagai kecendenmgan-kecendenmgan yang berimplikasi 

perlunya pergeseran pera.Jl dan perilaku birokrasi, seperti mengurangi campur tangan 

pemerintah dalam mekanisme ekonomi dan pasar, serta adanya dun.ia swasta yang mampu 

menjacli lokomotif pertumbuhan perekonomian. Pemerintah berusaha menwnbuhkan iklim 

kondusif tersebut. Salah satu diantaranya adalah langkah restrukturisasi Departemen 

Pertanian melalui Keppres 83/ 1993 yang membentuk Badan Agribisnis pada Departemen 

Pertanian. Badan Agribisnis berdasarkan SK. Mentan No. 96/Kpt.s!OT.210/2/1994 

mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan agribisnis dalam rangka menunjang 

penyelenggaraan misi Departemen Pertanian dengan fungsi sebagai berikut: 

a. Perurnusan kebijaksanaan teknis pengembangan agribisnis. 

b. Perumusan program dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis. 

c. Pelaksanaan kegiatan standardisasi, pengembangan pasar dan informasi pasar, kernitraan 

usaha, pengembangan pola investasi dan permodalan serta penanganan Amdal. 

d. Pelayana.Jl teknis dan administrasi di lingkungan Badan. 

Sebagai panduan bagi pemmusan kebijakan, program dan operasionalisasi kegiatan 

dala.Jn rangka pengembangan ag~ibisnis tersebut perlu dijabarkan landasan konsepsional sosok 

sistem agribisnis dan strategi wnum dari upaya pembangunannya Inilah maksud dari 
ditulisnya naskah ini. 

Sisrem. Srralegi da11 Program Peugembongan Agr"ibis11is 
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Secara asasi karena sifatnya sebagai industri yang bertumpu kepada proses biologis, 

dunia pertanian aclalah dunia pedesaan. Data stat:istik menunjukkan lebih dari 54 persen dari 
angkatan ke~a pedesaan bermata pencaharian di bidang pertanian dengan rata-rata 

pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang beke~a di 

sektor Jain dan yang t:inggal di perkotaan. Selarna 25 tahun terakh.ir sek'tor industri mengalami 

perkembangan yang sangat pesat yaitu rata-rata sekitar 12 persen per tahun. Pertumbuhan 

yang cepat ini telah meningkatkan sumbangannya dalarn produk domestik bruto dari 9,2 

persen dalarn tahun 1969 menjadi 21 persen clalarn talmn 1992. Sementara itu, meskipun 

produksi pertanian juga terns meningkat , narnun sumbangannya kepada produksi nasional 

telal1 menurun dari 49,3 persen clalarn tahun 1969 menjadi 19,2 persen dalarn tal1un 1992. 

Dustrasi spesifik lainnya yang dapat diungkapkan aclalah perbandingan PDB rata-rata per 

tenaga ke~a di sektor pertanian dengan sektor industri (I 988) yang besarnya 1 berbanding 5. 

Suatu kenyataan faktual yang relatif belum sesuai dengan nilai dan norma pembangunan 

ekonomi yang berlandaskan Pancasila 

Rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, temtarna yang bek~a di sektor pertanian 

ada hubungannya dengan struktur pertanian/pedesaan yang kurang kondusif bagi 

perkembangan agribisnis yang dinamik dan kompetit:iL karena sosok usahatani yang Jemah 

prasarana, fisik dan non fisik yang masili belum memadai, serta terbatasnya jangkauan pasar. 

Kita semua mengetahui bahwa hampir seluruh produksi pangan dan sebagian besar produksi 

hasil perkebunan, petemakan dan perikanan adalah basil dari jerih payah petani, peternak dan 

nelayan yang bertumpu kepada usahatani keluarga yang berlahan sempit, yang didukurlg 

dengan sumberdaya manusia dan iptek yang masili tertinggal. Kondisi struk'tural demikian itu 

menyebabkan terbatasnya kemampuan petani untuk menjangkau sarana produksi dan 

kesempatan memperoleh sinergi yang diperlukannya tmtuk berkembang. 

Sementara ito, data Susenas 1990 mengungkapkan secara agregat di wilayah pedesaan 
tampak telal1 te~adi transfonnasi struktural, dimana selama kunm waktu tiga tahun pangsa 
pertanian terhadap pendapatan mmah tangga telah turtm dari 46,8 persen menjadi 45, 1 persen, 
sedangkan pangsa gaji dan upah (industri, perdagangan dan jasa) meningkat dari 28,9 persen 

Sis/1!111. Strategi da11 Program Pe11gemba11ga11 .·lgribisnis 
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menjadi 30,6 persen, dimana peranan industri rumah tangga selama periode 1987- 1990 

relatif stabil dengan pangsanya sekitar 1 persen. 

Di dalam hal perkembangan investasi di pedesaan, secara wnwn dapat disimpulkan 

bahwa penanaman modal di bidang pertanian jauh ketinggalan dibandingkarl dengan 

penanaman modal di sektor manufaktur dan jasa. Sebagai ilustrasi, data kwnulatif persetujuan 

PMDN sampai dengan 31 Januari 1994 menunjukkan investasi PMDN pada sektor pertanian 

hanya sekitar 13,5 persen, sementara sektor sekunder dan terrier masing-masing mencapai 

66,8 persen dan 19,7 persen. 

Ditinjau dati aspek dukungan pendana~ dari perbankan, ternyata investasi pertanian 

juga sangat kurang diminati dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu indikator dari adanya 

suku bunga perbankan yang dirasakan terlalu tinggi untuk usahatani di pedesaan dan fakta 

bahwa Jembaga dan sistem perbankan belum sepenuhnya menjangkau petani, baik dari segi 

kelembagaan maupun prosedwnya. Andaikata jangkauan terse but sampai kepada sasarannya, 

temyata lembaga perbankan justru telah menjadi sarana untuk mengalimya dana dati 

pedesaan ke perkotaan, karena pedesaan Jebih banyak menyimpan daripada meminjam. 

Disini terlihat bahwa ketertinggalan dan keterbatasan petani temyata merupakan faktor 

kondisional yang berada dibalik mengalimya dana dari pedesaan ke perkotaan tersebut. 

Kondisi lain yang ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian 

adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Sebagian 

besar produk pertanian memptmyai karakteristik yang mudah rusak dan bervolwne besar 

dibandingkarl dengan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, 

pengangkutan dan lancamya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanam modal 

tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, maka ia terpaksa harus 

bergantung kepada adanya investasi lain yang menjarnin hadimya semua mata rantai yang 

diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik. 

Hal-hal lain yang juga memberikan peran dalam memperlebar kesenjangan antar 

wilayah maupw1 diantara masyarakat pedesaan sendiri, adalah : Peliama, apa yang kita 

sebut dengan kegagalan pasar. Dati pengalaman selan1a ini dapat ditunjukkan bahwa 

perkembangan ekonmni yang mengandalkan pada kekuatan pasar saja justru hanya dinikmati 

Sislem. Slralegi da11 Program Pe,gembat~ga/1 Agtibimis 
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oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat ekonorni lemah tennasuk didalarnnya 

petani kecil di pedesaan tidak sepenuhnya mampu memanfaatkannya. Kedua., kebijaksanaan 

yang cenderung bersifat uniform. Seperti kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara 

kepulauan yang mempunyai keragaman tinggi. Homogenitas kebijaksanaan pembangunan 

baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman di atas, akan menghasilkan 

respon yang berbeda antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah maupun antara daerah 

yang l<Rya dengan sumberdaya alam dan prasarana dengan daerah yang rniskin. 

Berhadapan dengan berbagai tantangan yang menggugah tekad untuk menghadapinya 

itu, terbuka luas peluang berkembangnya agribisnis untuk memenuhi permintaan pa.sar dalam 

negeri maupun luar negeri akan berbagai hasil pertaniannya, yang lokasi dan sumberdayanya 

berada di Indonesia, serta didukung dengan sumberdaya manusia, ilmu dan teknologi, 

organisasi dan manajemen, serta modal, kekayaan sosial ekonorni dan sosial budaya bangsa 

Indonesia sebagai bangsa pejuang yang handal. Landasan hasil-hasil pembangunan pertanian 

yang sudah diletakkan oleh proses pembangunan sampai akhir P JP I adalah aset nasional yang 

secara fimgsional dan struktural menjadi kekuatan nasional untuk mernbangun sistem 

agribisnis yang mewadahi perakitan berbagai perangkat kegiatan pembangunan pertanian 

dalam satuan-satuan kelembagaan pelaku t;konorni yang handal. 

Peluang dari segi permintaan timbul di samping karena dinamika perturnbuhan 

penduduk, juga karena dinamika perturnbuhan ekonorni, sosial budaya dan arus globalisasi. 

Penduduk yang bertarnbah, perturnbuhan perkotaan, industrialisas~ peningkatan pendapatan, 

peningkatan kecerdasan/pendidikan, dan lain-lainnya, merupakan perubahan lingkungan 

strategik dari sisi permintaan yang manakala diantisipasi dan diapresiasi secara tepat akan 

menjadi peluang usal1a agribisn.i.s yang menjanjikan nilai tambah. Dari segi penawaran, 

peluang tersebut terbuka karena kema.mpuan ekonorni pedesaan yang semakin besar dan 
semakin terbuka sebagai hasil dari perubahan dan kemajuannya dalam transformasi struktural 

pertanian tradisional menjadi pertanian dan pedesaan maju. Berkat pengalaman dan pelajaran 
yang diraih dalam proses pembangunan dan modernisasi pertanian untuk mencapai 

swasembada pangan, ekonorni pedesaan sudah menjadi bagian integral dari sistem ekonorni 

nasional. Proses perubahan untuk menjawab kebutuhan pangan nasional tersebut telah 

mengernbangkan kelembagaan sistem agribisnis di pedesaan, yaitu perangkat yang menjadi 

Sistl!m. Strategi dan Program Pl!lrgl!mbangan Agribisnis 
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penghantar masukan iptek sarana, dana dan ja.sa, serta industri pengolahan hasil secara meluas 

di seluruh pedesaan. 

Tantangan dan peluang serta kondisi sumberdaya pertanian yang merupakan kekayaan 

sumberdaya potensial dalam menapak era pembangunan P JP II dan yang dilengkapi dengan 

kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan, menempatkan pembangunan 

pertanian pada posisi sebagai arena pembangunan ekonomi yang perlu melakukan 

penyesuaian dalam pendekatan, yaitu dari orientasi usahatani untuk mencukupi kebutuhan 

menjadi pendekatan agribisnis untuk meraih nilai tambah bagi wilayah pedesaan melalui 

kemampuannya untuk bersaing guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. 

Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis merupakan upaya 

sistemik yang dipandang ampuh dalam mencapai beberapa tujuan ganda, antara lain (1) 

menarik dan mendorong sektor pertanian, (2) menciptakan struktur perekonomian yang 

tangguh, efisien dan fleksibeL (3) menciptakan nilai tambah, (4) meningkatkan penerimaan 
devisa, (5) menciptakan lapangan kerja, dan (6) memperbai.ki pembagian pendapatan. 

Dengan sistem agribisnis sebagai perangkat penggerak pembangunan pertanian, 

pertanian akan dapat memainkan peranan positip dalam pembangunan nasionaL baik dalam 

pertumbuhan, pemerataan maupun stabilisasi. Adalah wajar apabila temyata masyarakat 

pembangunan selalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa sasarannya selalu meningkat di 

satu pillak, sementara kendalanya temyata mengikat di piliak lainnya. Pencapaian semua 

tujuan dan sasaran yang menjadi harapan tersebut akan sangat tergantung kepada kehandalan 

dari sistem agribisnislagroindustri yang dikembangkan. 

Beberapa faktor strategik yang terkait dengan kehandalan tatanan agribisnisl­
agroindustri yang clikembangkan itu ada.lah (1) lingkungan strategik.; (2) permintaan; (3) 

sumberdaya, serta (4) ilmu dan teknologi. 

Sisrem. Srraregi da11 Program Pe11gemba11ga11 Agtibis11is 
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1. Lingkungan Strategik 

Dasawarsa terakhir ini ditandai dengan texjadinya perubahan-perubahan mendasar 

pada struktur ekonomi dunia. Keadaan perekonomian serta pola perdagangan dan industri 

intemasional saat ini diwamai arus globalisas~ dalarn bentuk tumbuh dan berkembangnya 

blok-blok kexjasama regional dan menyatunya wawasan dan kekuatan ekonomi besar. Contoh 

yang sangat tampak antara lain MEE (pasar tunggal Eropa) atau European Economic 

Community, Pasaran bersama Amerika Utara atau North America Free Trade (NAIT A), 

perk~mbangan kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasi.fik atau Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC) serta berbagai kebangkitan ekonomi di wilayah Eropa Tirnur. Bahkan 

terealisasinya "korporasi" antara Indonesia-Malaysia-Singapura dalarn Triangle Growth serta 

AITA (Asean Free Trade Area) merupakan indikasi perubahan struktur tersebut. 

Pengaruh globalisasi dengan sangat cepat menyusup pada struktur dan strategi badan­

badan usaha multinasional (1NE = Trans National Entetprises). Persaingan antar industri 

telal1 berubah dengan munculnya kexjasarna antara badan-badan usaha yang selarna ini saling 

bersaing, untuk mencapai tingkat keuntungan ekonomi yang tinggi. Darnpak daripadanya 

seringkali sulit untuk diantisipasi karena pengaruhnya dapat saja melanggar kaidah-kaidah 

ekonomi yang fundamental . Garnbaran tersebut sesungguhnya menunjukkan betapa teori 

keunggulan komparatif tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia dewasa ini. 

Jelas bahwa cepatnya fenomena globalisasi ekonomi tersebut membawa darnpak yang 

sulit, baik untuk negara-negara industri maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Keadaan di atas seringkali lebih dipersulit dengan semakin tampaknya sifat proteksionistis 

negara-negara maju dalarn perdagangan, persaingan tidak sehat antara sesama 1NE dalarn 

upaya melestarikan kegiatan ekonominya, (misalnya dengan strategi subsidi silang) dan lain 

sebagainya. Di pihak lain, seringkali tuntutan keseirnbangan neraca perdagangan antar negara 

mengakibatkan bentuk perdagangan menjadi semakin tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip 

keunggulan komparatifuya, karena hubungan bilateral menjadi prinsip utarna dibandingkan 

prinsip persaingan. Dengan demikian menjadi semakin penting bagi kita untuk menanarnkan 

wawasan "competitiveness" sebagai landasan pembangunan pertanian. 

Sistcm. Stratcgi da11 Program !'cllgcmballgOir Agt1bisllis 
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2. Permintaan 

Bagi dunia pertaruan, dampak globalisasi ekonomi akan segera terlihat pada sektor­
sektor produksi dari berbagai komoditas pertanian. Jika kita ingin terus meningkatkan 
kemampuan bersaing komod.itas pertanjan kita d.i pasar internasional, maka mau tidak mau 
kita harus mampu menangkap setiap gejala atauptm pergerakan yang tetjad.i pada pasar 
intemasional tersebut. Jelas bahwa kecenderungan peningkatan produksi komoditas primer d.i 
satu pihak, yang d.isertai lambannya pertumbuhan permintaan, telah menimbulkan kelebihan 
penawaran yang pada gilirannya akan semakin menajamkan persa.ingan antar sesama negara 
produsen. Sementara itu negara-negara konsumen menjad.i semakin sadar akan 
kepentingannya dalam menghadapi negara produsen, sehingga sistem produksi pertanian 
harus senantiasa dikelola dengan berorientasi pada permintaan pasar. 

Perubahan perilaku dan selera pasar yang semakin cepat sangat sulit tmtuk d.iantisipasi 
dengan tepat oleh negara-negara produsen. Teknologi industri yang semakin canggih semakin 
menuntut keefisienan ekonomi, kehandalan kuaJjtas, d.isiplin serta profesionalisme dengan 
segala etika yang terkait dengannya. 

T erdesaknya sistem ekonomi komoditas primer, dengan kekuatannya yang rapuh 
menghadapi ketidakpastian pasar, menimbulkan kebutuhan terbinanya keterkaitan dan 
ketjasama dengan industri hilir, tmtuk mengusahakan tercapainya posisi penawaran d.i pasar 
intemasional yang kuat. Hal inj antara lain bisa d.iusahakan melalui upaya-upaya 
d.iversifikasi. Kelemahan posisi itu terkait dengan komposisi ekspor hasil pertaruan yang 
bersifat bahan baku yang mudah rusak, "bulky" serta sangat tergantung pada iklim dan 
musim. Kond.isi ini merumbulkan instabilitas harga dari komoditas hasil pertanian yang 
memptmyai implikasi sulitnya meningkatkan nilai tambah serta daya sa.ing, dan pada 
gilirrumya akan berimbas pula pada pendapatan dan kesejahteraan petaru serta masyarakat 
pedesaan. 

Untuk dapat menjabru·kan implikasi operasional dalam tindakan pembangtman yang 
tepat d.itinjau dari watak permintaan pasar tersebut, d.iperlukan "market intelligence" dan 
"mru·ket information" sebagai perangkat ltmak tmtuk meningkatkan daya saing dalrun 
pemasaran atau perdagangan intemasional, agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan 
dengan segmentasi pasar, perubal1an selera konsumen, pesa.ing potensial, dan lainnya. 

Sistem. Strategi dau Program Pf!ltgembaugmt Aglibis11is 
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3. Sumherdaya 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumberdaya alam. Ma.salahnya adalah 

bagaimana mengelola, memanfaatkan secara optimal dan sekaligus memperluac; "resource 

base" dari sumberdaya alam d.imaksud, sebagaimana d.iisyaratkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 pa.sal33 ayat 3. Secara halci.ki, upaya pembangunan yang sedang d.itempuh pada 

saat ini dapat d.iJ~ dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya potensial yang 

tersedia d.i setiap \vilayah maupun yang dapat d.iusahakan dari luar wilayah yang 

bersa.ngkutan. Diantara sumberdaya potensial tersebut, ada yang berupa sumberdaya alam 

(natural resources), sumberdaya manusia {human resources) serta sumberdaya buatan (man­

made resources). 

Potensi sumberdaya alam yang cukup besar dan beragam dari tanah air Indonesia 

tersebut dapat d.imanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun 

demilcian, perlu d.isadari bahwa pengelolaan sumberdaya potensial ( "potential endowment 

resources ") semacam itu mempu.nyai sifat khas, yaitu keterkaitan (interdependency) yang 

kompleks dan rurnit, yang pada giliran.nya berpengaruh kepada kelestarian (sustainability) 

sumberdaya tersebut. 

Dengan demilcian semakin jelas terlihat, bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya 

pembangunan selalu terkait pada persoalan-persoalan spesifik dari sumberdaya. Selain sifat 

langka dan unilmya, pertimbangan perlu diberikan kepada adanya ma.salah ekstemalitas, 

tidak terbelallkan atau indivisibility, public goods, property right, serta kelangkaan spasial 

yang merupakan sumber dari monopoli alami atau natural monopoly. 

Kesemua gambaran tersebut pa~ dasarnya menunjukkan bahwa potensi sumberdaya 

pettanian memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan pri.nsip-prinsip 

keungguJan kompetitif tanpa meni.nggalka.n dua pri.nsip penti.ng yaitu (a) wawasan agro­
ekosistem dan (b) wawasan Iokalita/wilayah/regional. Kedua wawasan terse but pada 
dasarnya memberikan arah agar kegiatan agribisnis selalu memperhatikan kondisi dan potensi 

Stunberdaya alam dan lingkungan.nya. 

Si.<tem. Strategi dan Program Ptmgembangan Agribi.mis 
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4. 1/mu dan Teknologi 

llmu dan telmologi merupakan perangkat instrumental hasil karya manusia untuk 

meningkatkan produktivitas dan effisiensi karyanya, termasuk karya dalam menumbuh­

kembangkan agribisnis di pedesaan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi setiap simpui 

dalam rangkaian sistem agribisnis akan menghasilkan perbaikan dalam perolehan nilai tambah 
secara proporsional bagi setiap pelaku di dalam rangkaian sistem terse but. 

Sebagai hasil karya manusia, ilmu dan telmologi merupakan swnberdaya dinarnik 

yang universal dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Pengembangan, penyebaran, 

penerapan dan alih ilmu dan telmologi tentunya perlu diberi isi kearifan pertimbangan agar 

bersifat selektif dan tepat gtma serta sesuai dengan nilai budaya bangsa. Penerapan iptek 

tersebut seyogyanya dilakukan sesuai keragaman dan karakteristik wilayah baik dari segi 

Iahan, agroklimat maupun sosial ekonomi, sosial budaya serta tingkat kemampuan 

masyarakat setempat dalam mengadopsinya Iptek juga berarti kemampuan rekayasa dan 

rancang bangtm sebagai hasil daya cipta dan daya kreatif manusia Disinilah relevansi 

peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menumbuhkan budaya iptek yang 

bemmara pada tumbuhnya dinamika dalam menciptakan rakitan telmologi yang kompatibel 

dengan keunikan dari masing-masing wilayah. Berkembangnya iptek yang spesifik lokasi 

tersebut, pada gilirannya akan menghasilkan suatu pola pengembangan agribisnis yang 

dilandaskan pada keunggulan kompetitif wilayah, sebagai wama dan nuansa dari 

pengembangan agribisnis di Indonesia Sarana pengembangan dan penyebaran serta adopsi 

iptek oleh sistem agribisnis tidak cukup hanya dengan eksistensi Iembaga perguruan tinggi 

dengan litbang saja, tapi juga memerlukan hadimya secara menyeluruh di pedesaan fasilitas 

belajar seperti adanya lembaga penyuiuhan pertanian, sekolah-sekolah kejwuan, berbagai 

kursus ketrampilan, se1ta juga lembaga konsuitasi yang tersebar dan bergerak melayani 
masyarakat petani/pedesaan. 

Berbagai tantangan, peluang, lingkungan strategik, permintaan/penawaran, 
swnberdaya dan iptek, beserta iklim kondusif yang diciptakan oleh perangkat kebijakan dan 

pengaturan adalal1 komponen fungsional/struktural dari perangkat masyarakat ekonomi yang 

menjadi wadal1 dari proses transfom1asi pembentukan barang dan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. Sebagai komponen tentunya dia hanya akan berarti manakala berada 

Sisrem. Srraregi dan Program Pe~tgemba~tgan Agribi.mis 
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dalam tatanan tertentu yang memberinya posisi, aturan, daya, enersi, arah, takaran dan ukuran 

yang tepa~ gw1a terwujudnya transfonnasi masukan mer~adi luaran secara efisien dan 

menghasilkan nilai tambah yang optimal. lni berarti dibutuhkan suatu sistem yang tepa! agar 

pembangunan pertanian dapat menghantarkan pertanian kepada kondisi yang tangguh, maju 

dan efisien. Sistem itulah yang disebut sistem agribisnis. 

III. \VA WASAN DAN SISTEM AGRIBISNIS 

Istilal1 agribisnis yang terung.kap sejauh ini memberikan kesan kepada kita bahwa 

agribisnis adalah suatu corak pertanian tertentu dengan jati diri yang berbeda dengan pertanian 

tradisional (yang dilakoni mengikuti tradisi budidaya yang berakar pada adat istiadat dari 

komunitas tradisional) maupun dari pertanian hobi yang tidak mendambakan nilai tambah 

komersial. Agribisnis adclah pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional 

di.rancang untuk mendapatkan nilai tarnbah komersial yang maksimal dengan menghasilkan 

barang dan/atau jasa yang diminta pasar. Oleh karen a itu dalam agribisnis proses transfonnasi 

material yang diselenggarakannya tidak terbatas kepada budidaya proses biologik dari biota 

(tanaman, temak, ikan) tapi juga proses pra usahatan~ pasca panen, pengolahan dar1 niaga 

yang secara struktural diperlukan untuk memper~t posisi adu tawar (bargaining) dalam 

interaksi dengar1 rnitra trar1saksi di pasar. Ikatan keterkaitan fungsional dari kegiatan pra 

usahatar1i, budidaya, pasca panen, pengolahan, pengawetan dan per1gendaliar1 mutu serta 

niaga perlu terwadahi secara terpadu dalam suatu sistem agribisnis yar1g secara sinkron 

menjarnin kineija dari masing-masing satuafl sub proses itu menjadi pemberi nilai tambah 

yar1g menguntungkan, baik bagi di.rinya maupun bagi keseluruhar1. 

Sebelum mengu.raikan lebih jauh tentar1g agribisnis sebagai sistem, perlu kita sinlak 

sepintas tentang pengertiar1 agribisnis sei)agai wawasar1. Wawasar1 adalah cara par1dang yang 

mengandung persepsi jatidiri dar1 perspektif waktu dar1 ruang gerak yang sekaligus juga 

mengar1dung konsepsi ten tang norma, kondisi dar1 arah drui ruang gerak dan ruar1g hid up yang 

menjadi acuan. Apabila kita simak GBHN 1983, maka halUaT1 yar1g digariskannya untuk 

inelestruikan dar1 meningkatkan mutu swasembacla pangar1 tidak ditegaskan arnanat nonnatif 

tentar1g perlunya wawasar1 agribisnis. Amru1at ini justru ditekaT1kaT111ya ketika menegaskan 

perlw1ya dikembartgkar1 potensi pettumbul1ar1 barn, yaitu hortikultura, petemakaf1 dar1 
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perikanan dengan program yang berwawasan agribisnis. Wawasan swasembada dan 

wawasan agribisnis adalah dua wawasan yang sekaligus harus diamalkan dalam 

pen1bangunan pertanian dalam PJP II ini. Wawasan agribinsis adalah cara pandang te'rhadap 

pertania.r1 sebagai lapangan usaha dan lapangan kelja yang menghasilkan barang dan jasa, 

untuk memenuhi pennilltaan pasar, dengan tujuan tmtuk memperoleh nilai tarnbah yang 

maksimal secara kompetitif. Dalam meraih nilai tarnbah tersebut, agribisnis memandang 

mang gerak dan mang hidupnya tidak terbatas kepada budidaya, tapi juga usaha pada 

penyediaa.r1 bahan, sarana, alsin dan ja.sa diseh.'tor hulu usahatani, serta pasca panen, 

pengolahan, penanganan hasi~ pema.saran, dan lain-lainnya, di sektor hilirnya. Prinsipnya 

adalal1 lapangan usaha pada usahatani maupun sektor pendukung dan pentmjangnya, baik 

yang di hu.lu mau.pun di hilir. Ditinjau. dari su.dut perilaku, wawasan agribisnis tersebut 

diharapkan menimbulkan sikap dan motivasi yang "pas" atau sesu.ai dari su.byek pelaku 

pembangunan pe1tanian dalam menanggapi era industrialisasi dan globalisasi yang semalcin 

gencar pada P JP II. 

Sikap dan motivasi adalah kondisi mental dari perilaku individu dan masyarakat yang 

diperlu.kan bagi keberhasilan mencapai sesu.atu tujuan. Walauptm dernikian, kondisi mental 

yang baik saja tidak cuh.'Up, ka.r·ena keberhasilan perilaku dalam upaya mencapai tujuan 

memerlukan perangkat instiUmental lain yang ha.rus d.iralcit secara serasi melalui su.atu proses 

transfonnasi yang terukur dan terkendali. Pengertian agribisnis sebagai konsepsi tmtuk 

menanggapi tantangan dan peluang pembangunan pertanian dalam era globalisasi oleh karena 

itu tidak hanya berdimensi wawasan, karena agribisnis sebagai konsepsi pembangunan 

pe1tania.t1 memptmyai dimensi asasi lain, yaitu sebagai sistem. Sistem agribisnis adalah 

perangkat masyarakat yang mewadahi proses transfonnasi pembentukan nilai tambah dari 

rangkaian kegiatan yang terkait di hulu dan hilir dari usahatani (budidaya). Dalam pengertian 

sistem., agribisnis adalal1 su.byek (pelrum) sosial yang mandiri dalam arti mempunyai 

kema.rnpuan berinteraksi dengan lingktmgan hidu.pnya, yaitu kemampuan untuk eksis, 

berkarya, berkembang, beradaptasi, berasosiasi, dan lainnya. Sebagai individu pelaku sosial 

sistem ag~ibisnis mempunyai daur hidup : lahir, tumbuh, berkembang, berkarya, 

bennasyarakat, sakit, bahkan beranak dan mali. Sebagai individu dia lahir karena 

lingklmgannya membutuhkan, yaitu ada tant<l!'gan, peluang dan ma.salah tertentu yang tidak 
dapat ditangani dengan sistem serta mekanisme yang ada. Kematangan kondisi lingkungan untuk 

- -
lahimya sistem agribisnis dewasa ini sudah tiba. 
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Kematangan kondisi lingkungan itu dinyatakan dengan beberapa indikator ekonomi 

pertanian yang relevan untuk disimak. Pasar dalam negeri dan ekspor hasil-hasil pertanian 

sejauh ini masih didominasi oleh produk-produk bahan mentah. Nilai tambah yang dihasilkan 

dari kegiatan agroindustri masih kecil, meskiptm mernpunyai peluang tmtuk dikernbangkan, 

apabila hasil pertanian tersebut diekspor dalam bentuk hasil olahan. Peluang pengernbangan 

industri olahan yang dapat lebih menjamin kepastian pasar, temyata juga mernpunyai 

hambatan. Adanya ketidak pastian pasok bahan baku merupakan masalah klasik yang sering 

menjadi kendala, disamping masa.Iah mutu dan kekurangserasian dalam pola kernitraan dan 

kelernbagaan yang sering menimbulkan biaya operasional tinggi. 

Kematangan kondisi yang kondusif bagi perkernbangan agribisnis tersebut juga 

ditunjang dengan landasan pengalaman pembangunan pertanian yang sejauh ini dilak.sanakan, 

yaitu dalam sistem Bimas yang menjadi perangkat instrumental yang handal bagi tercapainya 

swasembada pangan. Istilah agribisnis itu sendiri sudah menjadi istilah yang berkernbang 

pada dunia akademik sejak tahun delapan puluhan. 

Secara konsepsional sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai 

dari pengadaan dan penyeluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk 

yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan 
demik:ian sistern agribisnis merupakan suatu sistern yang terdiri dari berbagai subsistern, yaitu 

(a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produks~ teknologi dan pengernbangan 

sumberdaya pertanian; (b) subsistem budidaya atau usahatani, (c) subsistern pengolahan hasil 

pertanian atau agroindustri, dan (d) subsistern pemasaran hasil pertanian, (e) subsistem 

prasarana, dan (f) subsistem pembinaan. 

Subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi mencakup semua kegiatan 
perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk mernungkinkan 

terlaksananya penerapan teknologi usal1atani dan pemanfaatar1 sumberdaya pertanian secara 
optimal. Dengan demikian dalam subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini 

aspek-aspek yang ditangani tidak semata-mata menyangkut penyediaan dan penyaluran sarana 
produksi seperti benihlbibit, pupuk, pestisida, serta ala! dan mesin pertanian, tetapi juga 

penyediaan infonnasi pertanian yang dibutuhkan petani, berbagai altematif teknologi baru 
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penyediaan informasi pertanian yang elibutuhkan petani, berbagai alternatif teknologi baru 
yang kompatibel, pengerahan dan pengelolaan tenaga keJja dan smnber energi Jainnya secara 
optimal, serta unsur-unsur pelancamya. 

Untuk mendorong terciptanya sistern agribisnis yang clinamis, khususnya guna 
menunjang terlaksananya kegiatan usahatani yang baik. maka pengernbangan subsistern 
pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini, sebagaimana pada Bimas, eliarahkan pada 
upaya penyeeliaan dan penyaluran berbagai sarana produksi yang elibutuhkan petani secara 
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan teJjarigkau oleh daya beli petani, yang 
elisertai dengan penyeeliaan berbagai informasi dan paket teknologi secara kontinyu. Dalam 
kaitan ini. pengernbangan prasarana dan institusi pedesaan yang mernadai merupakan faktor 
yang sangat penting. Mengingat bahwa pengcinbangan pra.sarana dan institusi tersebut akan 
terkait erat dengan kegiatan sektor lainnya, maka koorclinasi dengan sektor lain mutlak 
eliperlukan. 

Dalam subsistem usahatani, kegiatan yang elitangani mencakup pembinaan dan 
pengembangan usahatani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usahatani rakyat 
maupun usahatani berskala besar. Termasuk dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan 
mengenai lokas~ komoelitas, teknologi, pola usahatani dan skala usahanya untuk mencapai 
tingkat produksi yang optimal. 

Dalam pada itu, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri mencakup aktivitas 
pengolahan sederhana eli tingkat petani, serta · mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari 
penanganan pasca panen komoelitas pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat 
pengolahan lanju~ selama pengolahan a tau agroindustri terse but berada eli pedesaan .. Dengan 
demikian pemeraman, pengupasan, pembersihan, pengeringan, pengawaetan, pengekstrasian, 
penggilingan, pembekuan, dehidrasi, fermentasi peningkatan mutu dan pengepakan/ 
pengemasan masuk dalam lingkup sistem pengolahan hasil, sebagai komponen dari sistem 
agribisnis eli pedesaan. 

Sementara itu, subsistem pemasaran hasil kegiatan mencakup kegiatan elistribusi dan 
pemasaran hasil-hasil usahatani ataupun hasil olahannya, baik untuk pasar dalam negeri 
maupun luar negeri. Untuk memungkinkan berkembangnya subsistem pemasaran hasil ini, 
maka berbagai kegiatan seperti pemantauan dan pengembangan informasi pasar (market 

development, market promotion, dan market intelligence) sangat penting untuk dilaksanakan. 
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Keernpat subsistern di atas hanya rnenjalankan fungsi dan peranannya apabila berada 

dalarn lingkungan yang rnenyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang diperlukannya 

Swnberdaya dan fasilitas yang harus tersedia dan siap pakai di lokalita sistem agribisnis itu, 

diantaranya ada yang bersifat prasarana publik yang keberadaannya harus ditangani oleh 

aparatur birokrasi pernerintahan. Prasarana jalan., perhubungan, pengairan., pengendalian., 
pengarnanan dan konservasi menjadi syarat bagi lancamya proses transformasi produktif yang 

diselenggarakan dtmia usaha dan masyarakat pedesaan. 

Selain prasarana, pernerintah juga berperan dan bertanggtmg jawab dalarn pernbinaan 

iklim sosial politik, sosial ekonomi dan sosial b.udaya yang kondusif dan dapat mernperlancar 
bekerjanya dtmia usaha dalam menggerakkan sistem perekonomian yang mengarah kepada 

terwujudnya sistem perekonomian yang diarnanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan 
GBHN yang ditetapkan MPR Iklim usaha, penyediaan kemudahan., pengaturan., iptek 

pembinaan SDM dan surnberd~ya lainnya, sinkronisasi dan koordinas~ serta kepemirnpinan 
sebagai motivator dan dinarnisator masyarakat perlu hadir dan bekerja sarnpai meresap ke 

dalarn kehidupan masyarakat pedesaan. 

Demikianlah sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian aktivitas yang saling 
berkaitan., yang keberhasilan pengernbangannya akan sangat ditentukan oleh tingkat 
kehandalan dari setiap komponen yang menjadi subsistemnya Untuk mencapai kehandalan 
yang si.multan dari setiap subsistem dalam sistern agribisnis dibutuhkan ulur dan carnpur 
tangan pernerintah melalui regulasi, koordinas~ perlindungan., stirnul~ pelayanan dan 
penilaian terhadzp seluruh subsistem dalam sistem agribisnis beserta lingkungan yang 

mernpengarullinya. Selain itu, kondisi surnberdaya, lingkungan dan prasarana juga 

merupakan faktor yang menentukan kehidupan dan perkembangan sistem agribisnis tersebut. 
Oleh karena itu surnberdaya lingkungan dan prasarana tersebut perlu dikernbangkan 
sedemilcian rupa sehingga rnarnpu rnenunjang terlaksananya berbagai aktivitas dalarn setiap 
subsistern secara mernadai. 
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IV. STRUKTUR DAN TAT ALAKU MASY ARAKA T AGRIBJSNIS 

Sejauh ini pembahasan tentang sistem agribisnis berlangsung pada tataran pemahaman 
sistem agribisnis sebagai individu atau satuan sistem agribisnis yang menjad.i wadah 
transformasi peraih nilai tambah. Tetapi sebagaimana d.isinggung terdahulu, sistem agribisnis 
sebagai "entity" sosial yang hidup juga berasosiasi dan berinteraksi dengan warga masyarakat 
lainnya. Jadi sistem agribisnis juga bermasyarakat dalam tatanan masyarakat yang 
berdimensi territorial, fungsional dan profesional, serta regional dan global. Karena itu secara 
kontekstual pembahasan, pemal1aman serta perekayasaan yang terkait dengan sistem 
agribisnis perlu menampilkan dimensi pembahasar1 tentang struktur dan tatalaku masyarakat 
agribisnis. Hal ini perlu ditegaskan, karena sistem agribisnis sebagai "entity" secara individual 
tidak akan mampu membentuk lingkungan hidupnya yang kondusif bagi pertwnbuhan dan 
perkembangan hidupnya. Jad.i pandangan, pemahaman dan pembahasar1 tentang agribisnis 
perlu didekati dari sudut pandang "mikro" maupun "makro". 

Dari sudut pandang makro pada tataran masyarakat nasional, pengertian sistem 
agribisnis adalah fenomena dan citra dari sistem masyarakat yang secara agregatif tampil 
sebagai sektor ekonorni yang menghasilkan komoditas hasil pertanian/agroindustri. Dalam 
konteks pengert:ian sistem agribisnis, istilah sektor pertanian dapat menimbulkan 
kesalahpal1an1ru1. Sektor pet1anian tidak menampung secara pas semua aspek sistem 
agribisnis. Sehubungan dengan itu, maka dalam sudut pandang makro sistem agribisnis 
nasional atau subnasional (wilayah) dapat disebut sebagai masyarakat agribisnis. Karena itu 
pendekatan serta perangkat analisa sistem agribisnis untuk tataran mikro tidak tepat untuk 
digunakru1 sebagai perangkat analisa dan rekayasa pada tataran makro (masyarakat 
agribisnis). 

ApabiJa analisa pada tingkat ni.ikro bertun1pu kepada transformasi pembentukan 
barangljasa dari dru1 untuk pasar melalui mekanisme komersial serta proses teknik tertentu, 
maka pada tingkat makro, kita mengamati proses transfonnasi masyarakat agribisnis tersebut 
bertu.mpu kepada proses sosial yang terkait dengan otoritas dari alokasi dan distribusi 
berbagai sumberdaya dan dana w1tuk menjrunin eksistensi, ketahanan dan keutuhan sistem 
masyarakat nasional. Kru·ena itu aparatur masyarakat agt.ibisnis nasional tersusun dari 
berbagai golongan fungsional ya11g terkait dengan berbagai kelembagaan yang berperan 
dalrun penyediaan, alokasi , distribusi, pelayanan, penyesuaian dan pengendalian berbagai 
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sumber, daya, dana, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sistem agribisnis. Secara 
fungsional kita bisa memilah-milah warga masyarakat agribisnis atas 5 golongan, sebagai 
berikut: (1) Pemerintahan (2) Dunia usaha (3) Masyarakat tani/pedesaan (4) 
Masyarakat ilmiah dan telmologi (pakar) (5) Masyarakat profesi. 

Masing-masing golongan tersebut terdiri dari berbagai unit organisasifmstansi pada 
tingkat nasional dan juga pada tingkat wilayah/daerah, yang kesemuanya mempunyai 
otoritaslkewenangan tertentu untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan 
sistem agribisnis yang tersebar di seluruh pelosok wilayah pedesaan. Maka mudah 
dimenget1i bahwa yang sangat kritikal bagi kelancaran kehidupan agribisnis adalah adanya 
sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai golongan warga masyarakat agribisnis tersebut. 
Karena itu diperlukan adanya kesatuan pengertian dan bahasa serta kesepakatan atas susunan 
dan mekanisme masyarakat dan sistem agribisnis tersebut. 

Meskipun dinyatakan bahwa proses transformasi sistem masyarakat agribisnis itu 
pada asasnya adalah proses oleh praja/olah otoritas (kekuasaan, kewenangan), tetapi tidak 
berarti bahwa mekanisme yang menjadi dasar penyampaian (delivery) dari luarannya 
ditempuh melalui jalur kekuasaan hierarkis. Pada urnurnnya dapat dikatakan bahwa 
mekanisme paling efektif untuk menetapkanlmenyampaikan keputusan-keputusannyapun 
adalah mekanisme pasar yang transparan dan kompetitif. Karena ada perbedaan dalam proses 
transformasi utamanya, maka integrasi antara sistem agribisnis di lokalita dengan masyarakat 
agribisnis (sebagai supra struktrnnya) tidak dapat berlangsung melalui jalur spesialisasi 
vertikal, tapi tentunya harus berturnpu kepada suatu kerangka tata laku tettentu yang menjadi 
saluran proses konversi interaksi antara kedua tataran sistem itu. Adapun proses konversi 
yang menjadi tumpuan keterkaitan dari kedua tataran sistem agribisnis tersebut adalah daur 
hid up sistem badan usalta komersial, yaitu daur yang dimulai dari kondisi statik (pra kondisi), 
pra investasi, persiapan investas~ investas~ uji coba, operasi, komersiali~ rehabilitasi, 
reinvestasi dan ekspansi. Selanjutnya tata laku tersebut dapat dibakukan dalam alur proses 
berikut: Pra kondisi, Pra investasi, Investasi, Operasi, Pemantapan, Pengembangan 
dan Pendanaan. Baik sistem agribisnis maupun masyarakat agribisnis berkarya dengan 
acuan daur tata laku investasi yang menjadi tolok ukur dari dinarnika kehiduparmya 

Berdasarkan Jatar belakang pengertian itu, maka konfigurasi tata laku sistem dan 
masyarakat agribisnis itu selanjutnya digambarkan secara skematis dalam matrik "Stntktur 
dan tata lalru masyarakat agribisnis" pada halaman 18. 
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STRUKTUR DAN TATA LAKU MASYARAKAT AGRIBISNlS 

MASYARAKAT SISTI:M AGRIBISNIS 

:o-;o. AGRIBJSNIS MAS UK· lJSAIIA PENGO· PEMA· PRASA· PE.\IBI· TATA LAKlJ 

A. 'I TAN! LAIIAN SA.RA.'I RA.'IA NA.AN 

I. PEMERINTAIIAN 

I. DEPT AN A. PRAKONDISI 

l . DEPJilJT B. PRAINVESTASI 

J . DEPRIND C . INVEST ASI 

4. DEPERDAG D. OPERAS! 

5. DEPTRANS E. PE.\IANTAPAN 

6. DEPKOP & PPK F. PENGEMBANGA.'I 

7. DEP.PU G. PENDANA.AN 

I 

8. DEPJIUB 

9. DEPDAGRI 

10. DEPKEU PETUNJlJK: 

II . DEPPARI'OSTI:I. !siluon hurur 

ll . DEPPEN A, B, C, D, E, F dan G 

13. DEPNAKER pada kolom s~sual 

14. DEPTMIBEN dengan runcJI dan 

IS . DAPPENAS puanan darl maslng· 

16 . orPT m1ulng propontn 

17. BPN m:asyarak2t agrlblmls 

18. BKPM 

19. KLII/BAPEDAL 

20 . BPS 
ll. BULOG 
ll. PERBANKAN 
lJ . PE.\!DA TK. I 
24. PE.\IDA TK. II 

25 PE.\1. DESA 
16. LAIN· LAIN 

II. PERTANIAN/PEDESAAN 

I. KELUARGA TAN! 
l . KONTAK TAN! 

J . MIJ\IBAR KTNA 
4. WANITA TAN! 

s. PE.\IUDA TAN! 
6. LAIN-LAIN 

Ill. DUNIA USAHA 

I. KOPERASI 
l . BUMN 

J . SWASTA 
4. KADL'I 

s. ASOSIASI 
6. LAIN· LAIN 

IV. PROFESI 

I. IIKll 
l . IINSI 

J . LAIN-LAIN 

V. PAKAR 

Bcrbagal organlsast pro-
C.-lllmlah (PERJIORTI, 
PERAGI, PERIIEPI, 

PERHIPTANI Oil) 
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Dengan citra kompleksitas keterkaitan yang luas tersebut, maka kehidupan rnasyarakat 

dan sistem agribisnis mempunyai hubungan sali.ng keterganhmgan yang luas dengan berbagai 

sektor ekonomi nasional maupun global. Dengan kata Jain adanya perubahan pada salah satu 

simpul dalam sistemnya akan teresonansikan kepada simpul-simpul Jainnya yang selanjutnya 

akan mendorong semua sektor yang terlibat d.i dalamnya. Implikasinya adalah sistem 

perencanaan yang sifatnya parsial tidak akan menjad.i instnunen yang efektif d.i dalam 

mendorong pembangunan agribisnis. Perencanaan semacam ini mengabaikan kemungkinan 

munculnya sinergi dan efisiensi serta masukan-masukan intelektual yang sangat 

d.ibutullk:an bagi pengembangan sistem agribisnis secara menyeluruh. Dalam ha! ini, 

keterpaduan program dan koord.inasi kegiatan program hams menjad.i norma acuan dalam 

pengelolaan pembangunan nasional; khusw,nya d.i dalam upaya mempercepat pertumbul1an 

ekonomi pedesaan melalui pembangunan agribiSnis sebagai motor penggeralmya. 

Kedayagunaan suatu program sangat bergantung kepada prosedur perumusan dan 
perencanaan program tersebut, program pembangunan agribisnis d.irancang untuk mengangkat 

dan memformulasikan berbagai masalah kritikal d.i tingkat lokalita. Sehubungan dengan itu, 

maka prosedur perencanaan "bottom up" d.ilaksanakan untuk mewarnai praktek perencanaan 

pembangunan nasional yang berorientasi ke pedesaan. Sejalan dengan itu, maka strategi 

pengembangan agribisn.is d.i pedesaan men.itikberatkan orientasin.ya pada pengembangan 

agr.ibisnis spesifik lokalita, sebagai manifestasi dari strategi dan kebijaksanaannya yang 

senantiasa mempertimbangkan. keragaman wilayah. baik dalam aspek ekosistern, struktur 
ekonomi maupun sosial dan budaya. Dengan bertolak dari apa yang sudah ada dan 

berkembang d.i masing-masing lokalita, d.itambah dengan penyempurnaan dan pendalaman 

organisasi dan manajemennya, secara berangsur-angsur dapat tumbuh sistem agribisnis yang 

efisien dan mampu bersaing berkat adanya skala usaha yang Jebih sesua.i dengan kebutuhan 

sistem ekonorn.i pasar. Instrumen kunci bagi real.isasi perubahan orientasi tersebut adalah 
adanya rancang bangun dan rekayasa· arsitektur agribisnis. Dengan sarana instnunental ini 
ini, maka pembangunan ekonorn.i pedesaan dengan wal1ana agribisn.is diharapkan mampu 

merubah karakteristik pola usahatan.i yang subsisten menjad.i usahatan.i komersial yang 
mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, yang d.itunjang oleh semua sektor yang 

terkait langsung maupun tidak langsung dengan pola tata laku yang saling menunjang satu 
dengan yang lainnya. 
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V. STRA TEGI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS 

Upaya untuk mewujudkan secara material sesuatu wawasan dalam dunia nyata 

dengan wujud eksistensi suatu sistem adalah suatu karya kemasyarakatan yang kompleks. 

Meskipun demikian, karena setiap upaya manusia untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu 

tujuan (nilai, idarnan, rencana) yang menyangkut ketjasama dan pemanfaatan sunberdaya 

serta lingktmgan hidup harus berlangsung melalui suatu proses tertentu yang terpola dan 

melembaga, maka pengembangan agribisnis itu harus diusahakan supaya berlangsung melalui 

proses tertentu yang dirancang dan direkayasa secara sadar tmtuk menjamin keberhasilarmya 

dengan efektif dan efisien. Proses tersebut adalah proses manajemen, dalam hal ini proses 

manajemen dari masyarakat agribisnis agar membentuk (melahirkan), menumbuhkan, 

mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sistem agribisnis sesuai dengan potensi dan 

karakteristik lingkungan hidupnya setempat. Proses itulah yang dimaksud dengan 

pengembangan agribisnis. Dengan perkataan lain pengembangan agribisnis adalah 

manajemen masyarakat agribisnis agar diperkaya dengan berbagai sistem agribisnis yang 

mampu memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia secara efisien dan kompet:it:if 

Sebagai proses yang bertumpu kepada keputusan, dan pengambilan keputusan yang 

teratur dan sistemik selalu bertolak dari paradigma yang menjadi acuan dan rujukan bagi 

utuhnya persepsi kesatuan dan persatuan dari jat:i dirinya, maka pengembangan agribisnis 

perlu dilandasi dengan paradigma acuan agar proses manajemen operasional yang 

dikembangkan pada set:iap komponen sisternnya (subsisternnya) dapat berlangsung secara 

serasi, dimanapun atau kapanpun sistem ini berada. Paradigma tersebut t:idak lain daripada 

pola pikir dan garis-garis besar konsepsi yang menjadi landasan dalam menyusun piranti, 

rencana dan program, yang secara konsisten dan berkelanjutan menghasilkan substansi yang 

secara akumulatif membentuk sesuatu wujud yang menjadi tujuan. Landasan yang menjadi 

acuan dasar dari keputusan manajemen itulah yang disebut strategi. Ketepatan sesuatu 
strategi akan menentukan keberhasilan suatu karya manajemen. 

Bertolak dari kenyataan kompleksnya masyarakat agribisnis, yang kondisinya pada 

sesuatu waktu ditentukan oleh pengalaman sejarahnya, maka rumusan strategi pengembangan 

agribisnis P JPU tentunya berlandaskan kepada apa yang sudalt diletakkan dan dibangun 

dalant P JP I. Strategi yang telalt berhasil mengantarkan keberhasilan pembangunan pertanian 
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(rakyat) selama ini adalah strategi kesemestaan tmtuk meningkatkan produksi dan 

produktifitas pertanian dengan transformasi pertanian/pedesaan menjadi bagian integral dari 

sistem nasional yang dinamik. Dalam konsep strategi tersebut dikembangkan empat usaha 

pokok (intensifikas~ ekstensifikas~ diversifikasi dan rehabilitasi), yang penyelenggaraannya 

ditopang sistem paket program terpadu, seperti paket Birnas dan PIR Melalui strategi 

tersebut terwujud kondisi pertanian/pedesaan dewasa ~ yang secara struktural sudah 

terjangkau oleh berbagai lembaga ekonomi nasional (catur sarana pedesaan) yang diperlukan 

tmtuk meningkatkan produksi/produktifitas. 

Untuk P JP ll strategi di atas dipandang tidak lagi memadai, karena yang diperlukan 

adalah tercapainya nilai tambah dan kemampuan bersaing dalam alam pasar terbuka dan 

globalisasi. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian-penyesuaian strategi, yaitu terutama 

dengan meningkatkan kehandalan kelembagaan sektor hilir dari usahat~ karena disinilah 

letak kelemahan pertanian dalam meraih nilai tambah yang maksirnal. Strategi baru ini tetap 

bertolak dari kesemestaan agar pertanian yang sudah mengalami perubahan posisi 

(transformasi) tersebut dapat terus mengembangkan proses restrukturisasi pedesaan, sehingga 

di pedesaanptm terdapat keseimbangan sektor ekonomi dari pertanian, industri dan jasa. 
Dengan strategi ini maka wawasan dan sistem agribisnis akan memperoleh lingktmgan 

strategik yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Kesemuanya itu 

memperlihatkan adanya perubal1an strategi, yaitu dari strategi transformasi pada PJP I menjadi 

strategi restrukturisasi pada P JP ll. 

Untuk terciptanya kondisi lingktmgan strategik pengembangan agribisnis yang 

kondusif dalam rangka strategi restrukturisasi pedesaan itu, perlu dikembangkan empat pilar 

penopang sistem agribisnis, sebagai berikut : 

1. Ekmte11si Senwa Komponen Sistem Agribisnis secara Lengkap di Pedesaan 

Sistem ag~ibisnis adalah rakitan dari enam subsistem me~adi satu kesatuan rangkaian 

proses transformasi tekno-ekonomi (budidaya, pengolahan, niaga) tmtuk menghasilkan dan 

memasarkan barangljasa yang bersumber kepada proses biologik dari biota (tumbuh­
tumbuhan dan hewan). Kelengkapan eksistensi keenam subsistem di lokalita pedesaan adalah 
syarat yang perlu bagi berlangsw1gnya kehidupan agribisnis. 
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Keenam subsistem yang secara lengkap hadir di lokalita pedesaan tersebut membuka 

peluang bagi tumbuh dan berkembangnya sistem agribisnis agar mampu meraih posisi adu 

tawar yang baik sehingga dapat meraih nilai tambah yang maksimal. Kondisi tersebut 

membuat pelaku sistem agribisnis terlengkapi perangkat fi.mgsional untuk memanfaatkan 

sumberdaya secara rasional, efeJ...1:if dan efisien dan untuk menjadi pelaku niaga yang berjati 

diri di pasar. 

Kondisi di atas juga diperlukan bagi berkembangnya mekanisme hubunga. : 

melembaga yang memberikan kepastian adar1ya keserasian dan kelancaran arus ketja pada 

setiap simpul kaitan dari satu subsistem dan subsistem lainnya Adanya kejelasan 

tanggungjawab, resiko dan insentif dari setiap simpul kaitan antar subsistem dalam kerangka 

seJ...'tor alur arus kerja sistem agribisnis keseluruhan hanya bisa dikembangkan bila keenam 

subsistem benar-benar ada dan bekerja di lokalita sistem agribisnis. 

2. Wuausaha dan Kemitraan Usaha 

Keenam komponen subsistem lengkap ada di lokalita adalah syarat yang perlu tapi 

belum cukup. Untuk mencukupi persyaratan keberadaan sistem agribisnis di pedesaan 

diperlukan kehadiran wirausaha ( enterpreneur). Wirausahalah yang menjadi pemrakarsa, 

perintis, perakit, perekayasa, penggerak dan pemandu proses bekerjanya sistem agribisnis 

pada lokalita tertentu, sehingga sistem agribisnis tersebut tampil sebagai pelaku ekonorni 

dalam lingkungannya. Di tangan wirausahawanlah berlangsungnya proses perakitan dan 

perekayasaan untuk memanfaatkan keberadaan enam subsistem tersebut menjadi satu satuan 

perangkat sistem agribisnis yang mempunyai jati diri dan dinamika yang diperlukan dalam 

usahanya untuk meraih nilai tam bah yang maksimal dan merniliki daya saing yang tangguh. 

Mengingat pada setiap subsistem · dalam sistem agribisnis juga ada wirausaha dan/a tau 

wirakarya, maka pada setiap sistem agribisnis akan bekerja sejumlah wirausaha dan/atau 

wirakarya, yang tentunya harus mengembangkan mekanisme kerjasama melalui hubungan 

kernitraan dan manajerial yang dirancang, dirakit dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

optimasi bekerjanya sistem agribisnis yang didukungnya bersama. Melalui hubungan 

kernitraan yang disepakati bersama akan berkembang suatu sistem agribisnis yang mampu 
mendistribusikan insentif dan nilai tambah yang didapatnya secara proporsional menurut asas 
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keadilan yang menjadi tolok ukur normat:if perekonomian Indonesia. Dengan hublllgan 

kemitraan dan hubilllgan manajerial yang tepat akan tetjamin dinamika dan keberlanjutan 

sistem agribisnis. 

3. lklim Lingkungan yang Kondusif 

Selan1a ini berbagai kendala telah membatasi gairah masyarakat/dunia usaha illltuk 

membanglll sistem agribisnis, meskiplll sebagian besar dari kendala struktural ekonomi 

dualistik sudah teratasi berkat strategi transformasi pedesaan yang berlangsung selama ini. 

Dari pilar strategi pertama dan kedua di atas tersirat betapa kompleksnya proses restrukturisasi 

ekonomi pedesaan agar mengamalkan wawasan dan sistem agribisnis. Apabila kendala 

pokok dari sisi hulu sudah bisa diterobos melalui penetrasi "delivery system " yang dibanglll 

untuk keberhasilan program peningkatan produksi, maka di sisi hilir usahatani jalur "dehverj' 

sampai kepada pemakai masih Iemah, semen tara itu arus investasi untuk agribisnis juga masih 

belum mendapat.kan i.klim dan fasilitas yang kondusif 

Hal-hal yang terkait dengan ketidakpastian karena kekurang handalan "dehvery" ke 

pasar dan arus investas~ seperti masalah standardisasi dan akreditasi, pengembangan dan 

infonnasi pasar, permodalan, perizinan, Amdal, serta hubungan industriaL kewirausahaan, 

dan hublllgan manajerial perlu diatasi melalui sistem pelayanan, pengaturan, pembinaan, 

pemantauan dan pengendalian yang ditangani secara sistemik, transparan dan dengan 

semangat debirokratisasi yang konsisten. Melalui pengembangan berbagai fasilitas yang 

terkait dengan penanggulangan kendala tersebut, diharapkan akan terbina iklim lingkungan 

agribisnis di pedesaan yang kondusif. 

4. Gerakan Nasiona/ Pembangunan Agribisnis 

Masyarakat agribisnis nasional sebagai salah satu sistem dari masyarakat nasional 

yang mewadalu proses kehidupan supra struktur agribisnis nasional adalah wujud "entity" 

sistem sosial berskala nasional yang terbentuk karena dinamika interaksi berbagai golongan 

masyarakat yang secara simultan berkarya dalam penanganan rangkaian tata laku sistem 

agtibisnis. Justru disinilah terletak kunci dari kelaluran sesuatu sistem yang besar. Dia sulit 
lahir dan tumbuh, karena kelahiran dan pertumbuhrumya berlangsung melalui proses dinamik 
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gerakan simultan yang saling mengkait. Dalam dunia fisika lcita mengenal apa yang disebut 

kelembaman massa. Sebagai agregasi masyarakat yang besar, masyarakat agribisnis juga 
mempunyai kelembaman massa yang menjadi kendala bagi gerakannya. Oleh karena itu 

diperlukan suatu momentum tertentu yang menjadi penggerak awal dari gerakan menyeluruh 

yang simultan. Maka diperlukan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan momentum 

yang diperlukan untuk tetjadinya gerakan simultan dalam ruang lingkup nasional dari 

berbagai golongan masyarakat yang bermuara pada terbentulmya masyarakat dan sistein 

agribisnis yang didambakan. 

Dengan menggelar karya dan upaya yang bertumpu kepada keempat pilar strategi 

restmkturisasi pedesaan tersebut, pertumbuhan dan perkembangan agribisnis dibarapkan 

tetjadi secara alami, yaitu lahir, tumbuh dan berkembang sebagai respons kreatif terhadap 

kondisi lingkungan yang mengandung tantangan dan peluang pemanfaatan sumberdaya dari 

wilayah (lokalita) tertentu untuk menghasilkan sesuatu barangljasa yang dibutuhkan 

masyarakat (pasar, konsumen). Adanya kelengkapan lembaga sistem agribisnis di lokalita 

pedesaan, iklim dan fasilitas usaha yang kondusi£ wirausaha/wirakarya dan sumberdaya 

manusia yang bersikap dan bennotivasi positip, ditambah berkemampuan dan berketrampilan 

yang memadai; serta adanya momentum yang kuat sebagai dampak dari adanya gerakan 

nasional agribisnis; adalah kondisi dinamik yang mengandung medan gaya, titik dan daya 

tumbuh, serta embrio agribisnis yang akan segera lahir, hila ada pemrakarsa atau 

pemicu/pencetus yang membidani kelahirannya. Dalam banyak peristiwa peluang lahimya 

embrio agribisnis itu tidak termanfaatkan dan hilang begitu saja, bukan karena tidak 

matangnya kondisi lingkungan, tetapi karena langkanya pemrakarsa yang menjadi pencetus 

dan pemicu lahir dan berkembangnya agribisnis pada lokalita tertentu. 

Berhubungan dengan pentingnya faktor pemrakarsa atau tokoh pembangun sistem 

agiibisnis pada lokalita wilayal1 agribisnis itu, maka keberhasilan pengelolaan program 

pembangunan pertanian berwawasan agribisnis akhimya akan ditentukan oleh manusianya. 

lni berarti bahwa diperlukan sesuatu model pengelolaan program yang berorientasi kepada 

upaya untuk memanfaatkan dan meningkatkan manusia sebagai pengambil keputusan. 

Selama ini model pengelolaan program yang dominan adalah model yang berorientasi kepada 

pengambilan keputusan sentralistis atau "top down". Padahal untuk mengembangkan sistem 

agribisnis yang spesifik lokalita, mutlak diperlukan adanya otonomi pengambilan keputusan 
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pada tingkat operasional yang langsung berhadapan dengan medan operast. Dengan 

perkataan lain untuk terselenggaranya pembangunan pert.anian berwawasan agribisnis 

diperlukan model pengambilan keputusan yang bersifat "bottom up" . Dalam pada itu, agar 

kemampuan untuk mengarnbil keputusan yang tepat dapat berkembang serta tumbuhnya 

kemampuan daJam menyusun rencana yang handaJ untuk membangun agribisnis yang sesuai 

dengan karakter lokalitanya, diperlukan adanya bantuan kawn cerdik pandai (para pakar) 

tmtuk memberikan pelayanan konsultasi agribisnis di pedesaan. Jadi apabila daJam P JP I 

diperlukan korps penyuluh pertanian, disamping korps peneliti dan korps pendidik, maka 

dalam P JP II diperlukan juga korps konsultan yang didukung berbagai spesialis secara 

terpadu. 

Faktor kritikal Iainnya yang menjadi pelancar utarna dari pertumbuhan dan 

perkembangan agribisnis adalah faktor dana. Dalam hal dana inipun diperlukan suatu model 

pendanaan yang lebih terdesentralisasi; sehingga keputusan transaksi pembiayaan investasi 

atau modal keija dapat dilakukan oleh Iembaga perbankan atau Iembaga keuangan lainnya 

secara cepat dan tepat di tingkat daerah yang terdekat dengan Iokalita agribisnis. Juga dalam 

proses pengarnbilan keputusan tentang pendanaan ini diperlukan suatu pola asistensi bantuan 

perencanaan dan persiapan proyek yang didukung oleh tim konsultan yang terpercaya oleh 

dunia perbankan. Dengan berlandaskan kepada acuan pola piki.r strategi pengembangan yang 
d.irumuskan di sini dan melakukan pengelolaan dengan menerapkan asas desentralisasi, 

program-program pengembangan agribisnis di tingkat Iokalita dapat benar-benar diarahkan 

tmtuk mengembangkan usaha tani berkelanjutan, mendorong peningkatan investasi di bidang 

agribisnis, menumbuhkan serta menciptakan pasar bagi hasil primer serta hasil olahan, 

menciptakan struktur pemasaran yang efisien serta merekayasa kelembagaan yang tepat sesuai 

dengan kondisi sosial ekonorni di setiap lokalita 
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VI. PERANGKA T PENUNJANG OPERASIONAL PEJ\1BINAAN 
AGRIBISNIS 

Beberapa aspek yang menjadi keperluan penting dalam menwnbuhkan eksistensi 

sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian saat ini adalah : 

Pembinaan Standardisasi dan Akreditasi 

Era perdagangan bebas akan berdampak twnbuhnya persaingan yang semakin ketat 

bagi pemasaran komoditas pertanian khususnya di pasar intemasional baik dari segi harga 

maupun mutu. Bagi konsumen di dalam negeri juga terlihat kecenderungan tuntutan 

persyaratan standar mutu yang lebih baik, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Produk hasil pertanian mempunyai sifat sangat mudah rusak 

(perishable), sehingga menuntut sistem penanganan, pengolahan, dan pengendalian mutu 

yang spesi.fik. 

Untuk dapat bersaing di pasar yang bebas dan kompetiti.f saat ini, komoditas hasil 

pertanian yang dipasarkan harus benar-benar dapat menarik pembeli. Perlu ditanamkan 

kepada pelaku agribisnis sejak dari hulu bahwa produk yang dipasarkan memiliki kepastian 

mutu yang me~an1in kesediaan pembelilkonsumen memberi harga yang lebih baik. 

Kepastian mutu ini hanya bisa didapat melalui penerapan standardisasi sejak proses produksi 

yang didukung oleh sistem akreditasi yang transparan. Dengan demikian, tujuan dari 

pengembangan dan pembinaan mutu terse but sangat berkaitan dengan aspek-aspek : (I) 

Meningkatkan efisiensi produksi, (2) Melindungi konsumen, (3) Peningkatan produktivitas 

dan pendapatan petan~ (4) Menciptakan iklim usaha yang sehat, (5) Meningkatkan daya 

saing, (6) Melancarkan pemasaran, (7) Mendorong berkembangnya investasi dan (8) Jkut 

membantu fimgsi pelestarian alam. 

Pembinaan standardisasi dan akreditasi diperlukan guna menjarnin adanya kepastian 

akan wuj\.ld dan mutu hasil-hasil pe1ianian sesuai dengan pasar. Pembinaan mutu dan 

standardisasi pada akhimya diharapkan marnpu meningkatkan keberhasilan pengembangan 

agribisnis khususnya dalam menghadapi persaingan ketat di pasar intemasional . Dengan 

berhasilnya perundingan GAIT dan munculnya blok-blok ekonorni seperti APEC, NAFf A, 
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AFT A dan Pa.sar Bersama Eropa, maka kebutuhan akan stan dar mutu yang dapat diterirna 

oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri merupakan kebutuhan yang sangat mendesak 

Pengembangan standardisasi dan akreditasi yang mendukung perbaikan kualitas 

akan dilaksanakan an tara lain melalui : 

(1) Pembakuan standar dan sistemnya 

(2) Perbaikan sistem produksi (pra-panen) 

(3) Perbaikan sistem panen 

(4) Perbaikan sistem pasca panen, termasuk penanganan, pengolahan, 

pengemasan dan penyimpanan yang mengacu pada prinsip-prinsip Good 

Manupacturing Practice dan Total Quality Qontrol 

(5) Akreditasi laboratoriumllembaga penelitian 
(6) Pengawasan mutu yang dapat dilakukan melalui pengujian acak secara rutin 

oleh lembaga yang berwenang 

(7) Peningkatan kesadaran konsumen akan arti penting nilai kualitas 

(8) Pengembangan sistem insentif dan penalty yang jelas pada industri yang 

mematuhi atau melanggar ketentuan standar, termasuk ketentuan tentang 

pembuangan/pengendalian limbah yang berkaitan dengan konservasi sumber 

daya alan1 dan lingkungan. 

Dalam upaya memberikan jarn.inan mutu pada komoditas pertarlian yang 

diperdagangkarl ini, pemerintah melalui masing- masing instansi teknis terns melakukan 

pembinaart serta berupaya untuk menciptakan sistem standardisasi dan pembinaart mutu 

terpadu serta menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penerapannya. 

Pengembangan dan pembinaart mutu serta standardisasi yang merupakan syarat 
kehamsan guna meningkatkan keberhasilan agribisnis dilaksa."lakan antara lain melalui : (a) 

pembakuan standar yang bersangkutan dengan agroindustri dan penerapan label yang 
menyebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam produk ; (b) pengawasan kualitas yang 
dapat dilakukan melalui : pengujian acak secara mtin oleh lembaga-lembaga yang berwenang; 

peningkatan kesadaran konsumen akan nilai kualitas; pengembangan sistem insentif dan 

disinsentif yang jelas pada industri yang mematuhi atau melanggar ketentuan standar, 
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termasuk ketentuan tentang pembuangan limbah yang berkaitan dengan konservasi 

sumberdaya alarn dan lingkungan hidup. 

Pengembangan dan Informasi Pasar 

Melalui kebijaksanaan yang berkaitan dengan harga dapat d.iusahakan agar 

mekanisme pasar dapat mengarahkan aloka:;i smnberdaya dan meningkatkan keterkaitan 

antar subsistem dalarn sistem agribisnis. Pemerintah sebagai fasilitator perlu memantau terns 

menerus perkembangan harga sarana produksi dan hasil-hasil pertanian., agar dapat 

memanfaatkan dinarnika pasar untuk kepentingan nasional. Untuk komod.itas tertentu 

pemerintal1 aktif memainkan peran d.i pasu, antara lain melalui pengelolaan cadangan 

penyangga stabilisasi harga pada tingkat yang layak. Kebijaksanaan ini dapat juga d.ipakai 

dengan upaya percepatan laju penerapan paket teknologi maju untuk meningkatkan efisiensi 
produksi. 

Perbaikan sistem pemasaran diarahkan untuk terbentuknya mekanisme penentuan 

harga yang adil, yang pada gilirannya akan mengacu kepada pembagian keuntungan yang 

layak bagi produsen dan pelaku pemasaran. Kebijaksanaan yang dilakukan untuk tujuan 

tersebut adalah (a) Meningkatkan posisi petani dalarn proses pembentukan harga melalui 

pembinaan asosiasi produsen termasuk koperasi dan penyempumaan pelayanan informasi 

pasar d.i semua tingkat pasar ; (b) Mendorong terciptanya struktur pasar yang lebill kompetitif 

dengan cara mengurangi terciptanya struktur pasar yang monopolistik ataupun monopsonistik; 
(c) Menciptakan pusat-pusat produksi berdasarkan asas skala ekonomi pada lokasi 

sehamparan dan mengaitkannya Jangsung dengan usaha agroindustri; (d) Menurunkan biaya 

pemasaran dengan mengupayakan teiWlljudnya prasarana pemasaran dan sarana transportasi 

umwn yang lebih efisien dan marnpu mencapai pusat-pusat produksi d.i pedesaan; (e) 

Menciptakan kemudahan dalam pros~s petjalanan alur komod.itas dari produsen ke 

konsumen, termasuk merangsang twnbuhnya industri/fasilitas penyimpanan., pengemasan dan 

transportasi yang memadai; (f) pembatasan perdagangan yang bukan tarif dihilangkan secara 

bertahap dan tingkat tari.fPun diperkecil. 

Untuk meningkatkan cakupan daerah pemasaran., kebijaksanaan perluasan pasar hasil 
pe11anjan dan agroindustii ruarallkan untuk: (a) Menyed.iakan fasiljtas dan sarana promosi 
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yang dapat dilakukan perorangan ataupun asosiasi pengu.saha; (b) Memperbaharui produk­

produk lokal yang sudah diterima masyarakat maupun menciptakan produk baru yang 

mempunyai potensi pemasaran, (c) Memperluas dan mempermudah jaringan transportasi 

an tar pulau dan an tar negara, dan (d) Mengembangkan sistem penyidikan dan infonnasi pasar 

yang kuat baik untuk pasar domestik ataupun pasar intemasional (Market Intelligence dan 

Market Jnfomwtion). 

Pelayanan infonnasi dan promosi mencakup peluang pasar, harga, standar kualitas, 

teknologi, sistem perdagangan, rnitra usaha di dalam dan d.i luar negeri serta infonnasi lain 

yang diperlukan para pelaku agribisnis telah disediakan oleh berbagai instansi secara terpisah. 

Untuk memudahkan para pengguna infonnasi yang terpisah-pisah tersebut akan 

dikoordinasikan dan disusun secara sistematis dalam suatu Sistem Infonnasi Pemasaran 

Pertanian. Lembaga ini juga dikembangkan sebagai sarana untuk peningkatan fasilitas 

promos~ di dalam dan di luar negeri. 

Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan 

Agribisnis sebagai suatu sistem yang kompleks yang menyebar di pedesaan, yang 

proses adaptasinya terhadap tantangan globalisasi merenovasi perekayasaan organisasi usaha 

agribisnis yang handal dan kompetitif (melalui pengembangan sistem ketjasama kernitraan 

yang menjanjikan tetWUjudnya sistem produksi dalam skala optimal dan manajemen 
agribisnis yang menampilkan hubungan kernitraan yang harmonis), memerlukan kehadiran 

profesi perekayasa agribisnis di pedesaan, pengusaha yang berwawasan pejuang agribisnis 

dan petani yang tangguh. 

Dalam hubungannya dengan hal tersebut perlu dilakukan rekayasa kelembagaan 

pertanian pada tingkat desa sehingga · diharapkan tetjadi percepatan rekayasa kelembagaan 
pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindust:Ii, temtama 

dalam menangkap signal-signal pasar . Sela.in itu, kelembagaan pertanian dapat menyediakan 
bal1an mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan perrnintaan 

pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan pertanian diharapkan akan dapat 

melaJ...llkan redistribusi manfaat ekonorni yang timbul sebaga.i akibat peningkatan efisiensi dan 
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peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri sehingga akan mampu meningkatkar. 

partisipasi masyarakat. 

Pengembangan sistem agribisnis terpadu dengan keterkaitan dan kernitraan usaha 

antara berbagai pelaku usaha merupakan bagian penting dari orientasi perencanaan kegiatan 

program pengembangan agribisnis. Selama ini telah berkembang hubungan kernitraan antara 

petani dengan pengusaha, antara lain dalam bentuk perusahaan pembimbing (PIR Pengelola, 

Penghela), Sistem Bapak Angkat dan lain-lain bentuk hubungan kernitraan ekonorni. 

Di ti.ngkat pedesaan terdapat sejrnnlah lembaga informal seperti kelompok tani, taruna 

tar1i, dan wanita tani yang dapat dirnanfaatkan sebagai sarana yang efeh.'tif untuk 

berkomunikasi langsung dengan petani. Selama ini lembaga-lembaga tersebut sebagai sarana 

dalam rangka penerapan teknologi. Sejauh ini temyata bahwa upaya-upaya yang telah 

dilakukan berhasil membawa hasil kongkrit yang rutunjukkan oleh terus meningkatnya 

produksi komorutas pangan dan komorutas lainnya yang tentu saja rusebabkan karena 

semakin meningkatnya kemampuan petani. 

Dalam pengembangan pertanian masa datang, pengembangan lembaga-lembaga non 

formal tersebut perlu ruarahkan pada pembentukan sistem agribisnis dalam rangka 

meningkatkan pembanguna pertanian terpadu. Secara khusus perhatian yang lebih besar perlu 

diberikan pada taruna tani dan wanita tani terutama karena dua hal berikut. Pertama, masa 

deparl pertanian berada rutangan kelompok taruna tarn oleh karena itu pengembangan 

agribisnis untuk masa yang akan datang rutentukan oleh keterampilan bisnis mereka 

Disamping itu, dengan keterampilan dan citra ketja serta produktivitas ketja yang semakin 

meningkat, kegiatan pertanian akan menjadi semakin menarik bagi mereka sehingga dengan 

sendirinya akan mengurangi hasrat un~ meninggalkan wilayah pedesaan untuk mencari 

kesempatan-kesempatar1 baru ill daerah perkotaan. Kedua, kelompok wanita tani memainkan 

perarJan yarJg besar ill pedesaan tidak hanya dalam hal kerumah-tanggaan tetapi juga dalam 

ag~ibisnis. SebagiarJ besar wanita tani ill pedesaan terlibat larJgsung dalam kegiatarJ-kegiatan 

pertaniar1, bal1kan di beberapa wilayah tertentu peranarJ wanita tani lebih dominan 

rubanrungkan dengan perarJan pria. Dengan dernikiarJ peningkatan wanita tarJi dengan 

sendirinya akan rneningkatkan produkti vitas rnasyarakat pedesaan dan selanjutnya akan 
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meningkatkan kesejahteraan keluarga tani. Berkaitan erat dengan hal tru kernampuan 

penyuluhan dalan1 bidang agribisnis perlu terns ditingkatkan. 

Peningkatan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri tetjadi berkat 

pengernbangan agroindustri yang terpadu dalam sistern agribisnis. Dengan terjadinya pening­

katan kaitan antara sektor pertanian dengan sub sektor agroindustri melalui integrasi 

fungsional, diharapkan tata nilai dan nonna i11dustri akan terdifusi ke kelernbagaan pertanian. 

Dalam hubungannya dengan hal tersebut perlu dilakukan rekayasa kelernbagaan 

per1anian pada tingkat desa sehingga diharapkan tetjadi percepatan rekayasa kelembagaan 

pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkernbangnya agroindustri, terutama 

dalam menangkap signal-signal pasar. Selain itu, kelernbagaan pertanian dapat menyediakan 

bahan mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan perrnintaan 

pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan pertanian diharapkan akan dapat 

melakukan redistribusi manfaat ekonorni yang timbul sebagai akibat peningkatan efisiensi 

dan peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri . 

Pengembangan Investasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 

Secara umum, kegiatan produktif yang dilakukan oleh petani maupun pengusaha 

pengolahan hasil-hasil pertanian tercakup dalam suatu sistem agribisnis, baik yang berskala 

kecil maupun besar. Petani maupun pengusaha di bidang pertanian tersebut adalah pemilik 

dan pengelola langSllllg sumberdaya pertanian. Investasi pemerintah tidak ditujukan untuk 

kegiatan produktif langSllllg, tetapi dilakukan di berbagai bidang dengan tujuan untuk 

menciptakan lingkungan kondusif bagi bertumbuhnya berbagai kegiatan usaha produktif di 

sektor pertanian, yang umumnya berbentuk fasilitas/parasarana publik. Hal ini dilakukan 

antara lain karena biaya investasinya yang cukup besar dan berada di Iuar jangkauan petani 

dan dunia usaha, atau kegiatan produktif tertentu sedernikian strategis sehingga mernerlukan 

campur tangan pernerintah. 
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Pengembangan investasi di bidang sarana dan prasarana diharapkan akan man1pu 

rnendorong pengembangan agribisnis. Contoh kongkrit untuk hal ini adalah investasi di 

bidang perhubwtgan, transportasi, komunikas~ pusat-pusat pasar, fasilitas yang dapat 

meningkatkan efisiensi pemasaran, serta investasi di bidang penelitian, pengembangan dan 

penerapan teknologi pertanian. Iklim investasi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan 

diversifikasi pertanian dan agribisnis di daerah serta keterkaitannya dengan upaya 

pengembangan wilayalt secara terpadu. Dalam pada itu dengan tersedianya fasilitasl­

prasarana publik, ditambah dengan penciptaan iklim investasi kondusi£: pihak dunia 

usaha/swasta terangsang untuk melakukan investasi baik rui.Iam produksi, pengolahan maupun 
distribusi dan pemasaran. Kebijaksanaan yang ditempuh untuk hal ini adalah pengaturan agar 

te~adi keseimbangan antara yang kecil dan yang besar, antar wilayah, dan antara koperasi, 

swasta dan BUMN, dengan jiwa saling menopang, saling mengis~ dan tidak dalam 

persaingan yang tidak sehat. 

Kegiatan investasi baik yang bersrnnber dari modal asing maupun dalam negeri dalam 

kegiatan produkti.f sektor pertanian merupakan bagian dari upaya pembangunan pertanian 

yang tetap didorong secara intensif. Orientasi yang ditempuh adalalt meneruskan upaya 

penyernpumaan dalam penyediaan berbagai kemudahan di bidang perijinan maupun dalam 

penyediaan prasarana. 

Pembangunan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan berwawasan lingkungan, 

artinya kegiatan pertanian disamping memanfaatkan sumberdaya tetapi juga sekaligus 

melestarikan dan kalau mtmgkin meningkatkan produktivitasnya. Bersamaan dengan itu 

upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat sarnpingan dari kegiatan pertanian 
terns diupayakan agar dampak negati.fuya dapat diminimalkan dan kelestarian lingkungan 

hidup dapat dipertahankan. Berkaitan dengan itu, upaya-upaya yang berkaitan dengan 

mernberikan insentif investasi bagi sektor swasta akan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya 
melestarikart lingkungan. 

Dengan demikian, orientasi pengembangan agribisnis tetap didudukkan pada kerangka 

pembangunan pettanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini memberikan 

konsekuensi bahwa orientasi investasi harus tetap berlandaskan pada wawasan agroekosistem. 
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VII. TATALAKSANA 

Perencanaan dan Rancang Bangun 

Pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis merupakan 

upaya untuk melanjutkan, memperluas dan memperdalam pembangunan yang telah 

dilaksanakan sehingga terjadi percepatan dalam peningkatan produktivitas kerja dan 

pendapatan para pelakunya (petani dan nelayan), yang pada akhimya akan mampu 

memperkectl senjang kesejahteraan antara mereka yang bergerak di sektor pertanian 

dan non pertanian. Sesuai dengan sifat pertanjan sebagai industri yang bertumpu 

pada proses biologis dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di 

pedesaan, maka keberadaan sistem agribisnis secara asasi akan berada di pedesaan. 

Karena tempat berpijaknya di pedesaan, maka perencanaan pembangunan sistem 

agribisrus bertolak dari kejelasan identitas lokalita pedesaan itu. 

Bertolak dari dasar pemikjran tersebut, maka ditetapkan satuan kawasan 

Pengembangan Agribisnis terkecil yang sudah berfungsi dalam proses transformasi 

pertanian rakyat, yaitu 'Vilayah Unit Desa (WILUD). Wilayah Unit Desa adalah 

konsep pewilayahan komoditi dengan pendekatan sistem agribisnis, sehingga 

WILUD dapat berperan sebagai satuan wilayah kerja agribisrus yang didalarnnya 

hadir 6 (enam) unsur pokok "delivering systems" yaitu teknologi, sarana, dana, 

pengolahan/pemasaran, dan pembinaan, serta prasarana. Kawasan WILUD dirancang 

sedemikjan rupa agar setiap petani atau kelompok tani dalam satuan wilayah tersebut 

dapat menjangkau pusat pengembangan WILUD tersebut dalam satu hari pergi 

pulang. Dalam P JP I unit seperti ini sudah berkembang di sebagian besar pedesaan 

dengan ekologi sawah rnelalui sistem BIMAS. Saat iru istilah Wilayah Unit Desa 

dari sistem Bimas kjta kenai sebagai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) 

Karakter spesiftk dari WILUD dapat diidentiftkasikan lebih lanjut atas dasar basis 

ekologinya yang dominan . Berdasarkan karakter tersebut dapat dirurnuskan program 

dengan kandungan rangkaian kegiatan utama yang relevan dengan kebutuhan dari 

pengembangan agribisrus di lokalita itu . Basis ekologi dominan tersebut adalah: 
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I) Ekologi sawah, dengan komoditas utama padi. 

2) Ekologi lahan kering, dengan komoditas utama yang tertentu pada setiap 

lokalita, umpamanya tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, 

peternakan dan lain-lain. 

3) Ekologi pantai, dengan komoditas utama hasil laut/pantai . 

Di dalam setiap basis ekologi tersebut komoditas yang potensial 

dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan yang diinginkan melalui apresiasi 

pemanfaatan sumberdaya wilayah dapat beraneka ragam. Dapat pula dikembangkan 

beragam kegiatan ekonomi, dari mulai pra-produksi sampai pada pengolahan/­

distribusinya. Misalnya saja dalam ekoJ.ogi sawah, selain mengusahakan padi juga 

diusahakan perikanan, peternakan, maupun tanaman lainnya sesuai dengan 

kecocokan ekologis dan kelayakan usahanya. Beranjak dari potensi diversifikasi 

tersebut, pembangunan sistem agribisnis untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya 

yang mengacu kepada peningkatan pendapatan dapat dan bahkan perlu 

dikembangkan di semua wilayah pedesaan. 

Lebih Ianjut, dalam kaitan dengan diversifikasi vertikal dalam setiap WILUD 

seyogyanya hadir secara lengkap semua komponen rantai sistem agribisnis, termasuk 

industri pengolahan hasil pertanian atau agroindustri (terutama skala rumah tangga 

dan usaha skala kecil). Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimasi 

pemanfaatan sumberdaya, agroindustri skala menengah dan besar dapat pula 

dihadirkan di pedesaan. Selanjutnya, untuk memberikan jarninan ketersediaan bahan 

baku bagi keperluan agroindustri tersebut, beberapa WILUD bekerjasama dalam satu 

keterpaduan sistem agribisnis di wilayah yang lebih luas yaitu dalam Wilayah 

Komoditas (WILKOM). Dengan acuan pola pikir ini, maka dinarnika pembangunan 

pertanian berwawasan agribisnis akan tampil sebagai pengusahaan berbagai 

komoditas dengan proses investasi sistem agribisnis spesifik lokalita yang mengacu 

kepada dinamika pasar, sehingga wi layah pedesaan mampu: 

(I) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

(2) meningkatkan efisiensi usaha 

(3) dinamisasi perkembangan wilayah pedesaan, yang bermuara kepada 

( 4) meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan. 

Sistem. Stra,tegi dan Program Pl!llgm•bangan Ag1ibimis 
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Pembangunan adalah proses investasi, karena itu skenario pembangunan dan 

pengembangan agribisnis akan bertumpu kepada tata laku proses investasi. Dalarn 

hubungan ini, perencanaan investasi sistem agribisnis merupakan satu peristiwa yang 

mutlak perlu diselenggarakan dengan seksarna, agar proses pembentukan, 

pengoperasian dan pengembangan sistem agribisnis yang dibangun itu berlangsWlg 

menuju pencapaian tujuannya. 

Proses pembangWlan agribisnis dapat disimak dengan pola pikir tata laku daur 

kehidupan sistem agribisnis, ditinjau dari sudut pandang pembangunan ' perusahaan 

sebagai proses investasi. Sebagaimana sudah dijelaskan dalarn bab terdahulu tata 

Iaku investasi itu dapat disimak di lapangan (WILUD) dalarn beragarn status, yaitu 

pra kondisi, pra investasi, investasi/konstruksi, operasi, pemantapan, pengembangan 

dan pendanaan. Dalarn menyimak status daur (investasi) keberadaan sistem 

agribisnis di suatu WILUD, perlu terlebih dahulu ditetapkan komoditas yang menjadi 

acuan dalam penilaian kondisi lapangan lokalita (WILUD) itu. 

Sebagai contoh kita ambit lokalita (WILUDIWKPP) basis ekologi sawah 

dengan komoditas acuan padi. Suatu WILUD ekologi sawah berada dalam status pra 

kondisi, apabila wilayah itu belum terjangkau jaringan sistem ekonorni pasar, 

sehingga tidak mWlgkin investasi/pembangWlan sistem agribisnis. Status pra 

investasi terbentuk apabila secara fisik wilayah itu terjangkau jaringan hubWlgan 

ekonomi dengan pusat-pusat pengembangan (pasar), tetapi secara sosial ekonorni 

belum siap Wltnk berpartisipasi dalam proses investasi . Umparnanya iptek tepat guna 

belum tersedia atau belum dikuasai oleh penduduk setempat, atau berbagai lembaga 

penghantar kebutuhan (catur sarana) belum berkembang. Status operasi usahatani di 

wilayah itu hanya mWlgkin dilakukan secara tradisional, tanpa terkait dengan arus 

dana. Apabila WILUD itu sudah ·melakukan intensifikasi maka status pemantapan 

sedang disandangnya. Bahkan apabila sudah beranjak kepada diversifikasi status 

pengembangan sudah diraihnya, dimana investasi sistem agribisnis untuk cabang 

usaha diversift.kasi sudah terjadi. Pengembangan adalah proses inovatif Wltuk 

meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi 

wilayah dan sumberdaya yang ada . 
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Melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan yang baku ini secara garis besar 

diidentifikasi (a) garis/kondisi awal dari setiap lokalita (\VILUD/WKPP), (b) tujuan 

dan sasaran spesifik lokalita, (c) nunusan rancang bangun (arsitektur) sistem 

agribisnis, dan (d) jenis dan kebutuhan investasi . 

(a) Garislkondisi awal 

Dalam melakukan identiftkasi garislkondisi awal dari lokalita agribisnis, ada 

dua hal yang perlu dilakukan yaitu : 

(1) Kondisi wilayah pada saat awal dan perkiraan serta perkembangannya, 

seandainya tidak dilakukan intervensi . Kondisi dan potensi sumberdaya yang 

perlu dikaji menyangkut ketersediaan, kualitas dan keragaman sumberdaya 

alam; keberadaan dan kualitas sumberdaya manusia; keberadaan dan 

efekti vitas pemanfaatan pranata ekonomi, sosial dan kelembagaan yang 

berperan dalam pembangunan pedesaan. 

(2) Garis awal bagi pengembangan agribisnis. Tolok ukur yang dipergunakan 

untuk mengidentifikasi struktur garis awal dari perkembangan agribisnis 

adalah proses daur hidup suatu sistem usaha komersial, yang terdiri dari pra­

kondisi, pra-investasi, konstmksi/investasi, operasi, pemantapan, pengem­

bangan, dan pendanaan. 

Daerah dengan potensi pemanfaatan sumberdaya yang rendah, karena 

prasarana dan sarana ekonomi terbatas serta derajat keterbukaan eko orni yang masih 

rendah dapat dikategorikan berada dalam status pra-kondisi. Jika untuk wilayah 

tersebut sudah tersedia iptek untuk memanfaatkan potensinya, sehingga dapat segera 

dilakukan pengembangan SDM dan prasarananya, maka wilayah ini tennasuk dalam 

status pra-investasi. Status konstruksi/investasi adalah tahap pelaksanaan 

konstmksi sistem agribisnis, baik investasi baru ataupun pengembangan sampai 

dengan operasi usaha agribisnis mengeluarkan hasil dan pendapatan. Pada tahap ini 

tennasuk pula proses pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha. 

status operasi ditunjukkan oleh bekerjanya sistem agribisnis secara penuh pada saat 

mana sistem itu menampilkan karyanya untuk mewujudkan keterpaduan semua 

subsisternnya guna mencapai potensi teknis yang dimilikinya. 

Sistem. Strateg;-dan !'rag ram l'eugembangan Agribisnis 
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Suatu WILUD atau WILKOM dapat dikategorikan pada status pemantapan 

apabila sistem agribisnis bekerja untuk meningkatkan keserasian kinerja dan 

keterpaduan dari se~ua subsisterJYlya untuk mencapai optimasi dan efisiensi . agar 

mencapai nilai t~nbah maksimal dengan memanfaatkan potensi teJ...'llis dan peluang 

pasar yang dimilikinya. Status pengembangan adalah pemanfaatan aset dan modal 

yang dirniliki un.tuk diversifikasi, pl!rluasan, restrukturisasi , reinvestasi , dll. 

Keenam posisi tata laku investasi itu, dalam iterasi b_e~kutnya berulang dalam 

upaya untuk perluasan, pendalaman, dan kesinambungan pertumbuhan dengan 

· tingkat yang diharapkan. Dalam proses investasi, arus dana merupakan parameter 

enersi pertumbuhan dari sistem agribisnis . Oleh karena itu maka pendanaan yang 

sifatnya berkesinambungan, merupakan indikator ketujuh dari daur investasi/usaha 

komersial di atas. Gambaran kondisi saat awal untuk setiap WILUD dan WILKOM 

akan beragam dan berada pada status daur investasi yang berbeda sesuai dengan 

kenyataan spesifikasi komoditi serta status dati potensi sumberdaya pembangunan 

dan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. 

Hasil identifikasi butir ( 1) perlu ditindaklanjuti dengan olah karsa untuk 

menentukan arah dan rancangan pengembangan agribisnis berikut upaya-upaya yang 

diperlukan bagi terwujudnya percepatan pertumbuh.an agribisnis di lokalita tersebut 

sesuai dengan yang diharapkan penduduknya. Sementara itu, hasil identifikasi butir 

(2) menghasilkan inventarisasi dan klasiftkasi WILUD/ WILKOM yang menjadi 

sarana bagi perumusan perangkat program intervensi untuk percepatan pembangunan 

di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

(b) Tujuan dan sasaran spesiflk lokalita 

Dinamika pembangunan ekonomi menghadapkan sektor pertanian kepada 

kebutuhan akan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan seraya mempersempit 

kesenjangan pendapatan dengan sektor ekonomi lainnya. Karena itu misi 

pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis adalah meningkatkan 
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pendapatan petani .secara tems menems dengan optimasi penggunaan sumberdaya 

yang dimilikinya. 

Tuj uanlsasaran itu perlu diterjemahkan secara kuantitatif. Seperti halnya 

dengan tujuan/sasaran, maka garis awal pengembangan agribisnis juga perlu 

dijabarkan secara kuantitatif agar dapat diperbandingkan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Selisih antara sasaran yang ingin dicapai dan kondisi objektif saat awal 

mempakan tantangan untuk lahimya berbagai kreasi dan inovasi yang akan bennuara 

kepada investasi yang dirancang untuk me!Jlbangun si~tem agribisnis yang tepat bagi 

WILUD!WlLKOM itu. Melalui pembangunan sistem agribisnis itti, maka berbagai 

sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan dapat dikelola 

secara terencana dengan mempertimbangkan kendala yang ada di lapangan. 

(c) Rumusan Rancang Bangun (Arsitektur) Sistem Agribisnis 

Langkah berikutnya dalam perencanaan pengembangan agribisnis pedesaan 

adalah perumusan arsitektur dan perencanaan pembangunan sistem agribisnis yang 

merujuk kepada kondisi dan potensi lokalita sistem agribisnis tersebut. Perumusan 

arsitektur, rencana dan kegiatan untuk pengembangan sistem agribisnis di 

W1LUD/W1LKOM itu mencakup keseluruhan komponen struktural sistem agribisnis, 

j adi tidak terbatas kepada komponen kegiatan yang menjadi yurisdiksi atau 

kewenangan Departemen Pertanian saja, tetapi mencakup kegiatan lintas sektoral 

yang terkait dengan terselenggaranya sistem agribisnis itu. Dalam kaitan ini 

penjabaran rinci dari berbagai unsur dilakukan dengan mengacu pada matriks tata 

laku daur proses investasi sistem agribisnis sebagai kegiatan dari para pelaku 

masyarakat agribisnis. Masing-masing pelaku agribisnis seperti pemerintahan, dunia 

usaha, petani, pakar, dan profesi berpartisipasi/turut ambil bagian secara aktif sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing. 

( <!) J en is dan kebutuhan investasi 

Proses perencanaan berikutnya bempa identift.kasi jenis investasi serta rencana 

kebutuhan dananya. Betiolak dari sistem agribisnis terpadu yang utuh, maka upaya 

untuk menggerakkan investasi dapat berlangsung melalui berbagai pola 

Si.< lem. Strategi dan Progmm Pe,gemba11ga11 AgribiJIIiJ 
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pengembangan investasi yang spesifik lokalita dengan memperhatikan berbagai aspek 

kehidupan sistem agribisnis, seperti sifat usahatani, sumber daya manusia, skala 

usaha, lokalita, sarana, prasarana, keterkaitan antar subsistem, ilmu dan teknologi, 

orientasi usaha, aparatur masyarakat dan kelestarian lingkungan . Sesuai dengan hasil 

identifikasi garis awal, jenis dan kebutuhan investasi akan bergantung pada tahap 

daur hidup usaha komersial yang berlaku pada suatu wilayah, seperti yang disebutkan 

di atas. Misalnya dalam tahap prakondisi dan prainvestasi berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan analisa peluang, identifikasi, perancangan, pengkajian 

kelayakan serta persiapan berbagai kondisi perlu dilakukan. Selanjutnya dalam pra 

investasi juga akan diperlukan persiapan, pengadaan dan penciptaan struktur, sarana 

dan prasarana yang akan melibatkan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan investasi 

diperlukan pengelolaan berbagai sumberdaya, sumber dana, jasa dan lembaga yang 

harus tersedia dan bekerja di lokalita. Demikian juga setelah tahap investasi akan 

diperlukan beroperasinya berbagai institusi dalam keterkaitan operasional yang akan 

tumbuh dan berlangsung sebagai suatu proses belajar. 

Karena proses investasi merupakan karya kompleks dari berbagai · institusi 

(baik kort?ersial maupun non komersial}, yang bertumpu kepada lahimya gagasan 

usaha baru (inovasi) serta berpangkal kepada "intelectual input", maka upaya untuk 

merangsang investasi agribisnis dan memperkirakan jenis serta kebutuhan investasi 

agribisnis yang perlu dilakukan dengan akurat itu memerlukan kehadiran pemberi 

jasa perencana arsitektur agribisnis di pedesaan. Profesi jasa arsitektur dan 

manajemen agribisnis itu disamping dibutuhkan dalam proses identifikasi dan 

perencanaan sistem agribisnis, juga diperlukan untuk mendampingi masyarakat 

agribisnis setempat dalam mengelola sistem agribisnis yang ada di wilayahnya. 

Rancangan umum sistem agribisnis spesifik lokalita hasil karya kelompok 

pemberi jasa perencana itu, merupakan dokumen "Rencana Induk" proyek 

pembangunan sistem agribisnis yang dihasilkan oleh proses perencanaan dari bawah 

(bottom up planning). Ini akan menjadi rujukan bagi penjabaran rencana investasi 

yang lebih rinci . Dengan merujuk kepada Rencana lnduk ini dapat diperkirakan 

kebutuhan investasi dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat. 

Investasi pemerintal1 dirinci lebih lanjut menurut kewenangan masing-masing instansi 
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dalam penganggarannya. Misalnya untuk pembangunan prasarana fisik ada pada 

Departemen Pekerjaan Umum, untuk pembinaan usaha tani dan komoditas ada pada 

Departemen Pertanian , dan untuk pembinaan agroindustri ada pada Departemen 

Perindustrian. Demi.k.ian pula rincian rencana investasi koperasi , BUMN, dan swasta 

dapat direncanakan apakah dibiayai dengan dana sendiri, !credit, pasar modal , atau 

kombinasi diantaranya. 

Penjabaran rinci rencana kegiatan dari badan-badan atau instansi yang 

berpangkalan di luar pedesaan (pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, 

organisasi ilmuwan) yang merujuk kepada "Rencana Induk" sistem agribisnis 

spesifik lokalita itu, seyogyanya merupakan penjabaran dari program-program 

pembangunan yang "diturunkan" dari induk organisasi nya masing-masing. Dengan 

demikian tidak akan terjadi benturan kepentingan dari "Arus Atas" dan "Arus 

Bawah", karena keduanya bertaut menjadi satu dalam wadah sistem agribisnis 

lokalita yang menjadi milik masyarakat agribisnis dan sekaligus masyarakat 

pedesaan. Jadi "Rencana Induk Sistem Agribisnis Lokalita (WILUD)" adalah 

wadah bertautnya program yang dibawa dari "Atas" (luar pedesaan) dengan aspirasi, 

peluang, potensi, kemampuan dan sumber daya yang terkait dalam proses 

perencanaan dari "Bawah" seperti diuraikan di bahagian terdahulu. 

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa berbagai program yang turun dari 

"Atas" itu hadir di pedesaan sebagai Pembirnbing, yaitu fungsi yang terkait dengan 

kehadiran peluang, perangsang, stirnulasi, penggerak, penunjang, penyedia fasilitas, 

pengelola prasarana, pengelola "iklirn", pengarah, pemandu, pendampinglfasilitator, 

dan lain sebagainya. Sedangkan para penyelenggara (usahawan) sistem agribisnis 

adalah pelaku utamanya, merekalah . yang meraih dan memanfaatkan segala peluang 

dan program serta fasilitas yang tersedia untuk menunjang keberhasilan usahanya. 

Dengan tertautnya program dari atas yang bersifat umum dan terbuka dengan 

prakarsa masyarakat pedesaan untuk mernbangun sistern agribisnis yang spesifik 

(komoditi, lokalita, peserta, organisasi serta skala usahanya), akan tergelar proses 

pernbangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis yang ditetapkan sebagai acuan 

normatif nasion a! oleh GBHN 1993 . 

Sis/em. Strategi dan Program Pe~rgembangan Agribisnis 
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Bimbingan 

Apabila kembali menyimak esensi dari strategi restrukturisasi pedesaan 

dengan empat pilar penyangga agribisnis, dan kita bandingkan dengan pengalaman 

kita dengan strategi transformasi, revitalisasi dan peningkatan produksi pada P JP I, 

terlihat bahwa meskipun belum simultan keempat pilar strategik tersebut sudah turut 

mewarnai proses pembangunan berencana yang kita selenggarakan. Yang paling 

dekat dan paling cocok untuk jadi landasan konseps!onal dari strategi restrukturisasi 

adalah strategi transformasi yang dikembangkan melalui penyelenggaraan sistem 

Bimbingan Massa! (Bimas). Dengan mengembangkan prosedur perencanaan "bottom 

up" seperti diuraikan dalam pasal terdahulu, proses pembangunan sistem agribisnis 

selanjutnya akan berlangsung melalui proses interaksi antara "delivering system" 

yang melakukan penetrasi ke pedesaan (sampai di pusat/Wilud) dengan "acquiring/ 

receiving system" (dalam wujud sistem agribisnis) . Dalam sistem Bimas peristiwa 

dan pengertian ten tang penetrasi lembaga ekonorni penyangga usaha tani m~ju ( catur 

sarana) yang diselenggarakan secara berencana dan terkoordinasi itu diberi identitas 

dengan istilah Bimbingan. Sebagai hasii dari karya bimbingan sistem Bimas itu, maka 

di pedesaan dengan basis ekologi sawah hadir dan bekerja lembaga sosial ekonomi 

yang diperlukan untuk mendukung usahatani dalam mengadopsi IPTEK maju guna 

meningkatkan produktivitas. Dengan sistem Bimas telah dibangun prasarana 

struktural maupun fungsional dari sistem ekonorni yang terpadu (tidak dualistik), 

sehingga pertanian dan komunitas desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kesatuan ekonomi nasionai Indonesia. 

Integrasi komunitas desa s~rta pertanian dengan sistem nasional sebagaimana 

digambarkan di atas terwujud dengan bertemunya tatanan penghantar (delivering 

systems) dengan tatanan peraih (acquiring/receiving system). Tatanan penghantar 

lembaga ekonomi pasar yang diperlukan oleh komunitas pedesaan memerlukan 

bimbingan untuk hadir di pedesaan, begitu juga komunitas desa memerlukan 

bimbingan untuk mampu meraih dan memanfaatkan peluang dan pelayanan yang 

dibawa oleh tatanan penghantar tersebut. Enersi yang memberi daya kepada kedua 
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tatanan tersebut untuk bertaut adalah kepentingan (interest) dari semua komponen 

system dan masyarakat agribisnis untuk mendapatkan manfaat ekonomi (nilai tambah 

dan Trilogi Pembangunan) yang maksimal dengan penggunaan sumberdaya secara 

optimal. Pada awal perintisan dari program swasembada pangan (beras), bimbingan 

kepada tatanan penghantar berlangsung melalui intervensi, regulasi, investasi, 

subsidi, komando dan administrasi . Dengan bimbingan demikian itu tatanan 

penghantar menyebar dan bekerja di pedesaan (sampai di pusat WILUD) untuk 

penyediaan dan melayani kebutuhan petani akan IPTEK, informasi, sarana, dana dan 

jasa (pengolahan, transportasi, pemasaran). 

Sementara itu bimbingan untuk tata,nan peraih berlangsung sebagai proses 

perubahan perilaku petani dan masyarakat pedesaan dalam beradaptasi terhadap 

"lingkungan strategik" , melalui proses "learning by doing" untuk rnembangun 

sikap dan kemampuan "menolong diri sendiri" yang ditopang dengan 

pengejawantahan kemampuan dan dinamika sinergi kerjasama dalam wadah 

kelompok tani dan koperasi Ujung tombak operasionalisasi pengemban proses 

perubahan perilaku itu adalah Penyuluhan Pertanian, yaitu perangkat lembaga 

pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya yang berada di pedesaan dengan 

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

sebagai fasilitator dan organisatomya. Dengan bimbingan ini turnbuh kemauan dan 

kemampuan petani untuk meraih dan memanfaatkan dengan berdayaguna apa-apa 

yang disajikan oleh perangkat penghantar yang berada sampai di pusat 

WILUDIWKPP. 

Apabila dalam karya perencanaan berlangsung proses integrasi yang 

digambarkan melalui konsep administrasi sebagai bertautnya prakarsa "atas" dan 

prakarsa "bawah", maka karya bimbingan gambaran itu diulas rnelalui konsep 

hubungan "kota-desa" atau "sentra-kawasan". Hal itu rnenunjukkan bahwa proses 

integrasi pedesaan dengan sistem nasional berlangsung dalarn dirnensi vertikal 

mauptm horisontal. Jadi dalam konsep bimbingan itu perangkat penghantar yang 

datang dari "kota" bukanlah pembimbing yang berhadapan dengan perangkat 
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peraih sebagai yang "dibimbing", keterkaitan itu tidak dalam konteks hubungan 

"subyek-obyek" tapi dalam konteks "subyek-subyek" yang berinteraksi dalam 

konsep "penghasil-pernakai" (producer-consumer) . Semua peserta dalam karya 

bimbingan ini adalah subyek yang (sebagai "producer " ataupun "consumer" ) 

berusaha meraih "nilai" ekonorni (nilai tambah, keuntungan, manfaat) maupun non 

ekonomi. Maka yang mernbirnbing adalah program yang rnendefmisikan secara 

spesifik apa, siapa, dirnana, berapa, dan bagaimana "nilai" yang rnenjadi kepentingan 

dari rnasing-masing peserta karya bimbingan itu. Maka dapat dikatakan bahwa karya 

bimbingan adalah suatu model dari transformasi sosial yang berlangsung melalui 

"learning process" 

Sebagai periode awal pembangunan yang meletakkan kerangka landasan 

pembangunan, maka selama PJP I program yang menjadi prioritas acuan dan 

mendominasi karya perencanaan maupun karya bimbingan transformasi 

(pembangunan) pertanian/pedesaan adalah program yang "turun dari atas" dan 

program yang "menyebar dari pusatlsentra pengembangan". Program yang 

membimbing masyarakat untuk berperan serta sebagai pelaku dalam proses 

perubahan perilaku itu tertata dalam berbagai lapisan interaksi, yaitu pada tingkat 

nasional, propinsi, kabupaten dan wilayah serta "kawasan". Tatanan interaksi 

berlapis inilah yang menjadi pranata instrumental dari manajernen sistem bimbingan 

dan sekaligus sistem penyelenggaraan program pembangunan pertanian/pedesaan, 

yang pada gilirannya menjadi Iandasan bagi proses pembangunan selanjutnya. 

Bekerjanya tatanan penyelenggaraan program yang berlapis itu sampai saat ini 

berkembang berkat daya kepemirnpinan yang dipancarkan oleh aparatur pemerintah. 

Tatanan penyelenggaraan berlapis ini diperlukan juga untuk bekerjanya masyarakat 

yang mandiri dan bergerak dinamik dengan daya dorong kekuatan dan kemampuan 

internalnya sendiri dimana pemerintah tidak lagi menjadi pernrakarsa utama dan 

masyarakat (dunia usaha, swasta) tampil sebagai pernrakarsa dan penggerak 

pembangunan itu. Pihak manapun yang memegang tampuk kendali sistem 

bimbingan, pranata tatanan berlapis itu tetap menjadi instnunen yang diperlukan bagi 

terselenggaranya setiap program yang digelar melalui proses interaksi tatanan 

Sistem. Strategi dan Program Pengembangan Agribi.mis 
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penghan tar - tatanan peraih di pedesaan. Ini berarti bahwa pembangunan sistem 

agribisnis pun berlangsung melalui tatanan bimbingan berlapis . 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi bimbingan yang 

mewadahi proses perubahan tata laku dan perilaku adalah organisasi koordinasi yang 

berlapis, dengan simpul-simpul koordinasi dari tatanan penghantar (delivering 

system) dan simpul koordinasi komunitas pedesaan (petani). Dalam kasus program 

swasembada pangan simpul-simpul koordinasi aparatur penghantar itu adalah Badan 

Pengendali Bimas di Pusat, Satuan Pembina Bimas di Propinsi dan Satuan Pelaksana 

Bimas di Kabupaten, kesemuanya dilengkapi dengan Forum Musyawarahnya dan 

Sekretariatnya. Simpul-simpul koordinasi dari para petani secara lengkap terlihat 

dalam pola organisasi Supra Insus; dimana ada Pos Simpul Koordinasi (Posko) 

petani yaitu Posko A pada tingkat kelompok hamparan, Posko B antar kelompok 

dalam satu WKPP, dan Posko C pada tingkat KUD Bidang singgung antara 

penghantar (aparatur) dengan peraih (petani) dalam pola bimbingan yang sudah 

berkembang melalui sistem Bimas itu juga terjadi secara berjenjang. 

Dengan pola bimbingan yang sudah ada di lapangan ini sebagai landasan, 

maka bimbingan dalam membangun, mengembangkan, memacu, mengarahkan, 

memantau dan mengendalikan agribisnis dapat dikembangkan sebagai upaya 

penyesuaian, peningkatan, pendalaman, dan perluasan dari pola bimbingan yang 

sudah dirintis oleh sistem Bimas. Maka tidak perlu dibentuk Badan Koordinasi serta 

sistem koordinasi yang barn. Dengan penyesuaian pada keanggotaan forum 

musyawarah, Tim Akhli, Tim Teknik, serta penyesuaian; peningkatan dan 

pendalaman aparatur Penyuluhan, Diklat dan Litbang, gerakan masyarakat 

membangun agribisni s dapat berlangsung dengan tertib, tertata, dinamik dan 

berdayaguna. Penyesuaian dan penataan ulang itu harus dilakukan pada semua 

tingkatljenjang. 

Yang perlu mendapat sorotan khusus adalah perubahan posisi kepemimpinan. 

Apabila pada organisasi dan sistem Bimas, tampuk kepemimpinan itu berada pada 

pimpinan pemerintahan (Pusat/Daerah/wilayah), maka dalam agribisnis 
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kepemimpinan itu berturnpu kepada Perusahaan Pembimbing (ialah perusahaan yang 

menjadi penentu jatidiri kesatuan sistem agribisnis spesifik lokalita dan yang 

bertindak sebagai simpul penentu keputusan "bisnis" atau investasi). Pada setiap 

satuan usaha agribisnis ada satu perusahaan pembimbingnya; dan skala usaha 

agribisnis diukur dengan parameter skala usaha dari perusahaan pembimbingnya. 

Perusahaan pembimbing adalah pemegang tampuk kendali dan tanggung jawab 

utama dari satuan usaha sistem agribisnis spesifik lokalita. Dengan gambaran struktur 

pimpinan yang demikian itu, segera dapat ditangkap perbedaan bobot wewenang 

penyelenggaraan program; pada Simas program itu bersifat program nasional yang 

kuantitatif, sehingga keberadaan pusat sangat dominan; pada pengembangan 

agribisnis program itu bersifat spesiftk lokalita, sehingga keputusan setempat 

(desentralisasi, otonomi, dekonsentrasi) tampil lebih menonjol peranannya. Maka 

Kabupaten menjadi simpul koordinasi yang strategik sejalan dengan kebijakan 

otonomi pemerintahan, desentralisasi perencanaan pembangunan, penetapan Tata 

Ruang dan koordinasi penanaman modal. 

Dengan demikian perusahaan pembimbing yang menjadi titi.k pusat simpul 

pemadu Tatanan Peraih (Aquiring!Receiving System), akan berhadapan dengan 

simpul pemadu Tatanan Penghantar yang berada di tingkat kabupaten. Fasilitator dari 

pertautan tatanan penghantar dengan tatanan peraih itu adalah Satuan Pelaksana 

Simas, yang susunannya sudah disesuaikan dengan keadaaan setempat. Pada 

umumnya dapat dikemukakan bahwa personalia Perusal1aan Pembimbing secara 

sosial mempunyai "orbit" interaksi ("lobby") pada tingkat kabupaten. Dengan 

demikian interaksi antara aparatur Penghantar dengan Perusahaan Pembimbing akan 

mempunyai warna bernuansa "persamaan tingkat sosial" (egalitarian) dan kurang 

berwawasan interaksi "patron-klien" atau "priyayi-tani" yang berkonotasi interaksi 

"at as bawal1" . 

Kalau pada Simas pangan, yang tampil sebagai wadah proses perubahan 

perilaku adalah komunitas desa, maka dalam pembangunan agribisnis wadah itu 

adalah satuan system agribisnis dengan Perusahaan Pembimbing sebagai intinya. 
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Maka proses perubahan tatalaku dan perilaku itupun akan berlangsung dalam konteks 

tatalaku investasi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal terdahulu. 

Pembentukan dan pengembangan tatalaku dan perilaku itu berlangsung sebagai suatu 

"learning process " yang dalam Bimas ujung tombaknya adalah lembaga penyuluhan 

pertanian . Untuk program agribisnis penyuluhan saja tidak cukup, karena Perusahaan 

Pembimbing secara sosial berada di luar jangkauan atau "orbit" lembaga penyuluhan. 

Meskjpun lembaga penyuluhan tetap ruperlukan dan harus diperkuat dan 

ditingkatkan kompetensinya, tetapi bagi pembangunan agribisnis diperlukan hadimya 

lembaga lain yang akan mendampingi Perusahaan Pembimbing dalam kerjanya 

sehari-hari di pedesaan. Lembaga yang dibutuhkannya itu adalah lembaga konsultasi 

yang kompeten di pedesaan, lembaga pengembangan SDM yang profesional, serta 

program "learning process" yang efektif. Maka ujung tombak dari bimbingan sistem 

agribisnis di pedesaaan akan menjadi: 

I. Penyuluhan pertanian yang didukung baik oleh Litbang dan Diklat (BPP, 

BPTP, Balai Latihan) 

2. Kelompok jasa konsultan . 

3. Kelompok pakar (Universitas/Perguruan Tinggi, Orgarusasi Profesi 

Keilmuan, LSM, dll) . 

4. Program "lnkubator" . 

5. Program Penataran Agribisnis. 

6. Program Anugerah MUKlBA T. 
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Koordinasi 

Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan agribisrus diperlukan 

kelembagaan koordinasi yang dapat menggerakkan seluruh kelembagaan pelaku 

agribisrus. Dengan demikian kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi 

dan pembinaan dapat dilaksanakan dengan serasi dan berkesinambungan, serta 

berlandaskan pada prinsip fungsionalisasi yaitu, (a) adanya kelembagaan koordinasi 

yang memungkinkan semua fungsi organisasi dapat tertampung, (b) adanya 

pembinaan kelembagaan, (c) adanya depersonalisasi kepemirnpinan untuk 

mengurangi ketergantungan pad a seorang pejabat, (d) adanya tatakerja yang jelas, (e) 

adanya forum koordinasi yang efektif, (f) adanya informasi ptmpman yang 

menyeluruh, dan (g) adanya jalur informasi yang multi arah. 

Kelembagaan koordinasi dalam penyelenggaraan pengembangan agribisnis 

disusun dengan memperhatikan konsepsi , strategi dan kebijaksanaan di dalam 

pengembangan agribisnis dan tumbuhnya kecenderungan dalam penyelenggaraan 

admirustrasi pembangunan nasional pada PJPT II, yang dicirikan oleh (a) tuntutan 

kesempatan berusaha yang semakin besar, (b) demokratisasi a tau keterbukaan, (c) 

berubahnya orientasi pelayanan terhadap masyarakat dari pendekatan kekuasaan 

kepada pendekatan kesisteman, dan (d) manajemen yang transparan. 

Kelembagaan Koordinasi Pengembangan Agribisnis 

Pola pengembangan struktur pedesaan maju yang dikenal dengan sistem Bimas 

telah memberikan andil yang sangat besar bagi tercapainya swasembada beras dan 

terns meningkatnya produksi dan produktifitas beberapa komoditas strategis lainnya. 

Penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Badan Pengendali Bimas sebagai 

lembaga koordinasi lintas sektoral dan regional. Kelembagaan koordinasi Bimas 

tetsebut dapat dimanfaatkan dan dipandang masih relevan untuk mengakomodasikan 

adanya reorientasi pemikiran dalam pembangunan pertanian pad a P JPT II dari 

orientasi produksi kepada pendekatan sistem agribisnis yang mempunyai nilai 

strategis jangka panjang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan internasional 

dan khususnya dalam upaya tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

Sislem. Srroregi don Progmm Pe11gembongon Agribisnis 



48 

Di dalam pelaksanaannya, Menteri Pertanian melalui surat Nomor 

OT.2 I 0/288/MentanllX/94 tertanggal 12 September 1994, telah meminta kepada para 

Gubemur/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Bupati/ Ketua Satuan Pelaksana 

Bimas Kaoupaten di seluruh Indonesia, untuk dapat memanfaatkan jalur koordinasi 

Bimas dalam perencanaan dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis. 

Kebijaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyempumaan 

peraturan mengenai penyelenggaraaan Bimas. Ketetapan yang tercantum pada 

Keppres N0.84 tahun 1993 tentang organisasi Bimas, yaitu pada pasal 3 masih 

memungkinkan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas untuk 

memperluas keanggotaan Badan Pengendali Bimas, Satuan Pembina Bimas Propinsi, 

Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa seta keanggotaan Tim Ahli 

dan Tim Teknis Bimas. Dengan demikian perangkat kelembagaan koordinasi Bimas 

dapat mengakomodasikan semua organisasi pelaku agribisnis, sehingga diharapkan 

dapat melaksanakan konsepsi, strategi dan kebijaksanaan pengembangan agribisnis. 

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Pusat 

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Pusat dilakukan 

dengan memanfaatkan wadah/organisasi Bimas sbb: 

a. Badan Pengendali Bimas 

1. Badan Pengendali Bimas yang Ketuanya dijabat oleh Menteri 

Pertanian, keanggotaannya diperluas dengan melibatkan unsur-unsur 

lain yang terkait dalam kegiatan agribisnis, yaitu : 

(I ) Kepala Badan Agribisnis; 

(2) 

(3) 

(4) 

Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian; 

Wakil Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; 

Waki l Departemen Transrnigrasi dan Pemukiman Perambah 

Hutan ; 

(5) Wakil Qepartemen Perhubungan; 

(6) Waki l Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

(7) Menteri Negara Riset dan Teknologi ; 
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(9) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 

(10) Badan Pengendali Dampak Lingkungan!Menteri Negara 

Lingkungm Hidup. 
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2. Kepala Badan Agribisnis dalam keanggotaan Badan Pengendali Bimas 

mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Badan 

Pengendali Bimas, di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengembangan 

agribisnis, yang meliputi: 

(I). menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

kebijaksanaan lintas sektoral dan regional dalam pengembangan 

agribisnis. 

(2). melakukan koordinasi perumusan pokok-pokok pengembangan 

usaha di bidang agribisnis. 

(3). melakukan koordinasi pembinaan dan supervisi umum dalam 

pelaksanaan pengembangan agribisnis. 

b. Tim Ahli Bimas 

Dalam rangka penyusunan konsepsi dan strategi serta perumusan 

kebijaksanaan lintas sektoral pengembangan agribisnis, Menteri Pertaruan 

selaku Ketua Badan Pengendali Bimas dibantu oleh Tim Ahli Bimas yang 

telah ada, dengan memperluas keanggotaannya agar semua unsur masyarakat 

agribisnis yang terdiri dari para pakar dan ilmuwan, swasta, asosiasi, 

masyarakat tani dapat terwakili. 

c. Tim Teknis Bimas 

Untuk menjabarkan konsepsi, strategi dan pelaksanaan kebijaksanaan 

pengembangan agribisnis ke dalan1 kebijaksanaan teknis dan langkah-langkah 

operasional, Kepala Badan Agribisnis dapat memanfaatkan Tim Teknis Bimas 

yang keanggotaannya diperluas sehingga terdiri dari pejabat atau tenaga teknis 
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di lingkungan Departemen dan Jembaga non Departemen yang terkait dalam 

pengembangan agribisnis. 

d. Tim Ahli Bimas dan Tim Teknis Bimas, secara teknis dibantu oleh 

Kelompok-kelompok Kerja pengembangan agribisnis yang ada di 

lingkungan Badan Agribisnis. 

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Daerah 

Kelembagaan koordinasi pengembangan agribisnis pada dasamya konkordan 

dengan kelembagaan koordinasi ditingkat Pusat. Koordinasi penyelenggaraan 

pengembangan agribisnis dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Gubemur/Ketua 

Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Bupati!Ketua Satuan Pembina Bimas Kabupaten 

selaku administrator tunggal yang mempunyai kewenangan mengkoordinasikan 

kegiatan pemerintahan di wilayah/daerah tingkat I dan tingkat II, yang meliputi 

Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah. 

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Propinsi 

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis ditingkat Propinsi dilakukan 

dengan memanfaatkan wadah organisasi Bimas ditingkat propinsi, yaitu: 

a. Satuan Pembina Bimas Propinsi 

Dalam rangka mengkoordinasikan upaya pengembangan agribisnis di wilayah, 

Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi yang dijabat oleh Gubemur/Kepala 

Daerah Tingkat I, keanggotaannya diperluas, dengan melibatkan semua unsur 

yang terkait dalam pengembangan agribisnis, yang ditetapkan oleh Ketua 

Badan Pengendali Simas dan setelah memperhatikan usuVsaran dari Kepala 

Badan Agribisnis. 
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b. Ka. Kanwii/KetuaPembina Harian Bimas (KPHB). 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian selaku Ketua Pembina Harlan 
Bimas, membantu Gubernur/Ketua Satuan Pembina Bimas . di dalam 

' 
merumuskan kebijaksanaan pembangunan agribisnis di wilayah berdasarkan 

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertaniari/Ketua Badan 
Pengendali Bimas. 

c. Sekretaris Pembina Harian Bimas Tingkat I (SPHB I). 

Di dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan agribisnis di wilayah, · 

Sekretaris Pembina Harian Bimas Tingkat I mempunyai tugas : 
1. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi. 

2. Merumuskan kesimpulan rapat. 
3. Melaksanakan pelayanan kegiatan administrasi dan teknis. 

d. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Cq. Bidang Pertanian Umum di 

dalam pengembangan agribisnis mempunyai tugas : 
1. Mempersiapkan dan menyusun materi rapat. 
2. Merumuskan materi-materi rapat koordinasi yang berasal dari instansi 

vertikal lainnya dan Dinas-Dinas Otonom. 
3. Menyusun perencanaan pengembangan agribisnis. 
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 

agribisnis. 
5. Menyusun laporan berkala. 

Tim Ahli Bimas Propinsi 

Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan koordinasi pennnusan kebi­
jaksanaan teknis pengembangan agribisnis sesuai den:gan potensi wilayah, 
Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dibantu oleh Tim Ahli Bimas 
Propinsi, yang susunan keanggotaannya ditetapkan setelah memperhatikan 
petunjuk Kepala Badan Agribisnis. 
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f. Tim Teknis Bimas Propinsi 

Dalam mempersiapkan langkah ~langkah operasional, kepada Ka.Kanwil selaku 

Ketua Harian Satuan Pembina Bimas Propinsi, dibantu oleh Tim Teknis 

Bimas dan persiapan materi teknisnya dilakukan oleh Kelompok-kelompok . 

Kerja dalam pengembangan agribisnis, - yang keanggotaannya disusun atas 

petunjuk Badan Agribisnis. 

Lembaga Koordinasi Di Tingkat I<~bupaten 

Koordinasi penyelengg~a'ar! ' kegiatan agribisnis ditingkat Kabupaten 

dilakukan dengan memanfaatkan ·;~(lafi· organisasi Bimas, yaitu: 

a. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten 

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Kabupaten 

dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satuan Pemb.ina 

Bimas Kabupaten, dan dibantu oleh para pejabat dari instansi yang terkait 

da lam pengembangan agribisnis sebagai anggota dan ditetapkan sesuai dengan 

petunjuk Ketua Satuan Pembil!a Bimas Propinsi. 

b. . Tim Telrnis Bimas Kabupaten 

Dalam rangka mempersiapkan rumusan langkah-langkah . operasional 

pengembangan agribisnis . sesuai dengan potensi wilayah, Ketua Satuan 

Pembina Bimas Kabupate.~: dibantu oleh Tim Teknis Bimas Kabupaten yang 

dipimpin oleh SPHB II, dan susunan keanggotaannya ditetapkan sesuai dengan 

petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Ketua Harian Satuan Pembina ~imas 

Propinsi. 
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c. Sekretariat Pelak.sana Harlan Blmas Tiaakat II (SPHB II) 

Untuk rnernbantu Satuan Pelaksana Birnas Kabupaten dalam pengembangan 

agribisnis di daerah tingkat II, Sekretariat Pelaksana Harlan Bimas Tingkat II 

rnernpunyai tugas: 

I. Mernpersiapkan rapat-rapat koordinasi. 

2. Merurnuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan 

agribisnis. 

3. Menyusun perencanaan. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi. 

Lembaga Koordioasi Di Tingkat Kecamatao 

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Kecarnatan 

dilalc.ukan oleh Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Birnas Kecarnatan, yang 

keangotunya terdiri dari semua pelaku agribisnis ditingkat Kecarnatan. Dalam 

pelaksanan kqiatan sehari-hari, Camat dibantu oleh seorang PPL Senior. 

Leaabap Koordinasi Di Tingkat Desa 

Basis pengembangan agribisnis didasarkan pada agroekosistem yang rnerniliki 

sbla usaha yang ekonomis dalarn kawasan satu wilayah unit desa (WILUD). 

pelaksanaan kegiatan agribisnis di tingkat WILUD dilakukan oleh Kepala Desa 

selaku Ketua Satuan Pelaksana Birnas di tingkat Desa, yang keanggotaannya terdiri 

dari pelaksana kegiatan agribisnis. 
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VIII. PEN1ITUP 

Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis pada Pelita VI khususnya dan 

P JPT II pad a umumnya, bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi 

semata-mata, akan tetapi lebih berwawasan kepada peningkatan pendapatan dan 

mutu kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian upaya penting daripadanya 

adalah bagaimana sejauh mungkin menangkal ekses negatif yang ditimbulkan oleh 

distorsi yang dapat ditimbulkan oleh ekonomi pasar. 

Lebih dari itu, sebenarnya dipandang dari berbagai aspek yang diuraikan baik 

lingkungan strategis, pennintaan, swnberdaya maupun teknologi telah memberikan 

pengertian bahwa peluang (opportunity) u,ntuk menumbuh-kembangkan wawasan 

agribisnis relatif sangat besar. Namun demilcian, peluang terse but hanya akan dapat 

direalisasikan manakala mampu ditumbuhkan perekayasaan (perakitan) berbagai 

aspek di atas pada tingkatan lokalita (kawasan) yang bersifat spesifik. Untuk ini , 

tampaknya keterkaitan peran kaum intelektual (para pakar) dan dunia usaha serta 

pemerintah dalam pola simbiose mutualistik mutlak menjadi sangat penting, 

sehingga nilai tambah yang ditimbulkan dari setiap kegiatan di sektor pertanian 

menjadi lebih banyak ditangkap oleh masyarakat petani sebagai subyek 

pembangunan pertanian. 

Sejalan dengan itu, segenap inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah 

dalam mengimplementasikan tujuan tersebut harus selalu bennuara pada upaya 

menerjemahkannya ke dalam sistem agribisnis, yang selain memperluas dan 

memperdalam nilai tambah juga harus mampu memperluas kesempatan kerja. Dalam 

kaitan inilah diperlukan sinkronisasi terhadap tatalaksana pengembangan agribisnis, 

terutama menyangkut aspek perencanaan dan ran~ang bangun pengembangannya, 

aspek bimbingan serta aspek koordinasinya . 

Manakala karya masyarakat dan sistem agribisnis dilakukan secara berencana 

seperti pedoman di atas, diharapkan akan terwujud perkembangan agribisnis yang 

spontan dalam masyarakat. Dan manakala hal itu sudah terwujud, kita patut berkata 

bahwa pertaoian Indonesia sudah tinggallandas. 
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